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ABSTRAK

Konflik di atas pasir besi Kulon Progo selama ini dipahami antara petani melawan
tambang pasir besi. Namun pada dasarnya, kepemilikan otoritas menjadi sumber
utama konflik itu terjadi. Dengan demikian, petani sedang berada di arena melawan
otoritas Keraton Yogyakarta dengan kebijakan tambang pasir besinya. Sementara
itu, dalam pemikian ekofeminisme dan feminisme budaya, posisi perempuan petani
dipandang sebagai penerima beban gender alamiah dan pembersih kekacauan alam.
Pemahaman mainstream ini membawa perempuan kehilangan subjektivitasnya,
esensialis; dan di saat yang sama, ditempatkan berhadap-hadapan dengan laki-laki,
budaya Jawa, sekaligus Keraton. Hal itu berdampak buruk bagi perempuan petani
di dalam konflik, terutama dengan keterlibatan mereka di dalam gerakan sosial:
kontribusinya tidak terlihat, perannya tidak diperhitungkan, dan dianggap
mengafirmasi beban gender.

Penelitian ini mencoba mengungkap kontribusi perempuan petani di dalam
konflik dan relasinya dengan kreator konflik, yaitu Keraton Yogyakarta. Kemudian
untuk mengakui keterlibatan perempuan di dalam konflik, penelitian ini
menggunakan teori konflik dan otoritas; sedangkan untuk mengetahui
kontribusinya di dalam konflik, digunakan teori identitas perempuan dan
ekofeminisme serta politik lokasi. Ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan
etnografi feminis sebagai metode untuk mengungkap kontribusi perempuan secara
langsung. Langkah-langkah yang dilakukan adalah, menggunakan teknik snowball
sampling, wawancara secara mendalam dan tidak terstruktur, mengkoding data, dan
menganalisanya secara induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, perempuan petani menyelami budaya
Jawa untuk bisa berkontribusi di dalam konflik. Islam, Jawa, perempuan, dan petani
adalah kumpulan identitas yang membuat perempuan petani menyadari ancaman
tambang. Dan, melalui ritual slametan, perempuan mampu mengintervensi tafsir
sosial budaya Jawa dan menjadikannya saluran perlawanan perempuan terhadap
Keraton Yogyakarta dan tambang pasir besi.

Kata kunci: budaya Jawa, Keraton Yogyakarta, tambang pasir besi, perempuan
petani, subjektivitas perempuan.
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ABSTRACT

The conflict going on iron sand beach, Kulon Progo, has been understood
as a battle between farmers against iron ore mines. But basically, ownership of
authority becomes the main source of the conflict. Thus, farmers are in the arena
against the authority of the Yogyakarta Palace with its iron ore mining policy.
Meanwhile, in ecofeminism and cultural feminism thoughts, the position of female
farmer is seen as the recipient of natural gender burdens and cleaners of natural
chaos. This general sense makes women lose their subjectivity, essentialist; and at
the same time, placed face to face with men, Javanese culture, as well as the
Yogyakarta Palace. It adversely affects female farmer in conflict, especially with
their involvement in social movements: their contributions are invisible, their roles
are not taken into account, and are considered to affirm the burden of gender.

This research tried to uncover the contribution of female farmers in the
conflict and its relationship with the creators of the conflict, namely the Yogyakarta
Palace. Then to acknowledge women's involvement in conflict, the study used
conflict theory and authority; while to know its contribution in the conflict, used
the theory of female identity, ecofeminism and politics of location. This was a type
of qualitative research with feminist ethnography as a method of uncovered
women's contributions directly. The steps were, used snowball sampling
techniques, in-depth and unstructured interviewed, coded the data, and analyzed it
inductively.

The results of this study shows that women farmers dive into Javanese
culture to be able to contribute to the conflict. Islam, Javanese, women, and farmers
are a collection of identities that make women farmers aware of the threat of mining.
And, through slametan rituals, women are able to intervene in Javanese socio-
cultural interpretations and make it a bridge of women's resistance to Yogyakarta
palace and iron ore mines.

Keywords: female farmers, female subjectivity, iron ore mines, Javanese culture,
Yogyakarta Palace.



KATA PENGANTAR

Tesis yang berjudul “Petani Melawan Keraton Yogyakarta: Mengungkap
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2. fathah + ya’ mati ditulis a
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DAFTAR ISTILAH

Abangan = Orang Jawa yang mempraktekkan ajaran Islam

secara terbatas, sinkretis.

Agrarisce wet = Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1870. Berisi
tentang hukum administrasi yang mengatur
pembagian  penguasaan atas tanah oleh

pemerintah, masyarakat pribumi, dan non pribumi.

Antroposentrisme = Paham yang menempatkan manusia sebagai pusat
jagat raya, segala bentuk pembangunan dipusatkan
semata-mata untuk kebermanfaatan manusia dan

mengabaikan makhluk lain: hewan dan tumbuhan.

Bekel = Jabatan yang mempunyai tugas memungut pajak
dari para petani di Kasultanan Ngayogyakarta.

Jabatan ini kemudian dihapus pada tahun 1918.

Berkat = Makanan/hidangan yang diberikan kepada tamu
undangan untuk dibawa pulang setelah selesai

ritus slametan.

Buen vivir = Hak untuk kehidupan yang baik. Kehidupan yang
baik untuk semua orang dengan tanpa ekonomi
kompetitif dan tanpa mengorbankan sumber daya

alam.

COVID-19 = Virus yang muncul pertama kali di Cina pada akhir

tahun 2019 dan menjadi pandemi global.
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Domein Verklaring

Eigendom

Ekofeminisme

Feminisme Budaya

Gender

Kebijakan pertanahan di zaman kolonial Belanda.
Sistem ini mengharuskan individu/seseorang yang
mengaku pemilik tanah untuk membuktikan
kepemilikannya. Jika tidak bisa membuktikan,
maka secara otomatis tanah tersebut menjadi milik

negara.

Hak individu tertinggi, sekaligus hak penguasaan
atas tanah yang tertinggi dalam Hukum Tanah
Barat. Dalam pasal 570 KUH Perdata, hak
eigendom dijelaskan sebagai hak milik, dan bisa
digunakan secara leluasa dan menggunakannya
secara bebas selama tidak bertentangan dengan

Undang-Undang.

Aliran feminisme yang muncul pada gelombang
feminisme ketiga. Aliran ini menempatkan alam
dan perempuan sebagai entitas yang sama-sama
ditindas oleh laki-laki (patriarki). Oleh karenanya,
perusakan terhadap alam sama saja menindas
perempuan karena adanya keterkaitan erat antara

keduanya.

Aliran feminis yang--meyakinni penindasan
terhadap perempuan berasal dari hal yang esensial
(biologis) sehingga membuatnya terkait dengan

alam, sedangkan laki-laki dengan budaya.

Peran yang dijalankan oleh laki-laki dan
perempuan di ranah sosial, dan keduanya bisa
saling bertukar peran; seperti memasak, mencuci,

dan bekerja di luar rumah. Sedangkan pasca-
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Grebeg Mulud

Gunungan

Hegemoni

Hierarki gender

Inferior

strukturalis  menganggap  gender  sebagai
penampilan (peran) yang didasarkan atas jenis

kelamin—seks menjadi norma.

Tradisi di Yogyakarta untuk memperingati hari
besar Maulid Nabi Muhammad SAW yang
diadakan oleh Keraton Yogyakarta. Rangkaian
acara mulai dari pengajian, syalawatan, dan
mengelilingkan gunungan ke tujuh masjid di

Yogyakarta.

Aneka makanan atau sayuran yang disusun
berbentuk gunung. Biasanya diadakan saat
slametan atau peringatan panen raya petani
sebagai bentuk rasa syukur. Ini juga Dberarti
tradisi/budaya.

Hubungan dan bentuk kekuasaan dari kelompok
superordinat terhadap kelompok subordinat
dengan maksud mengendalikannya. Pengendalian
tersebut bukan dengan kekuatan, melainkan
dengan kekuasaan, misalnya birokrasi (politik,
ekonomi, sosial, budaya, - pendidikan) agar

dominasinya menjadi formal-

Salah satu gender berada lebih tinggi di atas
gender lain. Misalnya, ibu rumah tangga dianggap
sebagai kelas dua dibandingkan suami yang

bekerja di ruang publik.

Tidak memiliki  mutu. Perempuan dalam
masyarakat patriarki umumnya menyandang label

ini.
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Interseksionalitas

Jagat cilik

Jagat gede

Kapitalisme

Keraton

Lungguh

Pertama kali dikenalkan oleh Kemberle Crenshaw
pada 1989. Teori ini bertujuan menguarai berbagai
penindasan, dominasi,  diskriminasi  yang
bersumbu pada identitas (ras, budaya, gender,
agama, orientasi seksual) hingga menimbulkan
kesenjangan sosial dan ketidakadilan.

Mikrokosmos. Meliputi kelompok kecil manusia

yang saling berelasi.
Makrokosmos. Meliputi alam semesta.

Sistem ekonomi yang berusaha mencapai
keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal
sekecil-kecilnya. Sistem ekonomi ini cenderung
merugikan perempuan dan alam, karena basis
ekonominya adalah sumber daya alam yang
membutuhkan modal kecil. Sedangkan perempuan

dan alam berada dalam satu frame ketertindasan.

Keraton (dengan “K” besar) menunjukkan sistem
pemerintahan di Yogyakarta yang diperintah oleh
sultan (Sebagai gubernur) dan sah secara hukum
(otoritas). Sedangkan keraton (dengan “k” kecil)
menunjukkan sebuah bangunan yang ditinggali
oleh keluarga sultan keturunan Mataram.

Tanah garapan yang diberikan kepada pegawai
kerajaan sebagai pengganti gaji sesuai dengan
jabatannya, berfungsi juga sebagai imbalan jasa.
Tanah ini bisa dikelola dan disewakan kepada

petani tak bertanah.
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Mitos

Moral

Negara Dunia Ketiga

Negara Dunia Pertama

Otoritas

Cerita/folklore tentang masa lampau yang
mengandung tafsir tentang alam semesta. Mitos
juga memiliki fungsi konstruktif terhadap relasi
sosial masyarakat. Masyarakat memiliki imajinasi
kehidupan sesuai cerita dalam mitos, dan berusaha

mewujudkannya melalui relasi sosial.

Norma yang dibentuk menggunakan standar laki-
laki untuk mendisiplinkan tubuh perempuan di

dalam masyarakat.

Dalam kajian ekofeminisme, Negara Dunia Ketiga
adalah negara yang dianggap miskin (atau,
Selatan) karena masyarakatnya mengandalkan

pertanian (alam) atau ekonomi subsisten.

Negara yang basis ekonominya adalah
industrialisasi, disebut juga sebagai Utara, negara
yang makmur. Namun, kemajuan ini adalah hasil
dari eksploitasi alam yang memiliki dampak
destruktif secara global. Selain itu, Negara Dunia
Pertama selalu memamerkan kemajuannya kepada
Negara Dunia Pertama, yang sebenarnya tidak

mungkin bisa dicapai.

Posisi  yang ditempati oleh seseorang dan
legitimate. Otoritas tidak merujuk pada individu,
tetapi  posisi. Otoritas bisa mengeluarkan
kebijakan untuk menyeimbangkan status quo.
Karena kepemilikan kuasa yang terlegitimasi dan
syarat dengan kepentingan, distribusi otoritas

menyebabkan munculnya kelompok subordinat
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Otoritas Budaya

Paku Alam Ground

Patrimonialisme

Paugeran

Puputan

Seks

Serat kekancingan

yang berusaha menggoyahkan status quo hingga
menciptakan konflik.

Kewenangan secara sah dalam menentukan ke
mana arah budaya. Kewenangan itu bukan
kewenangan kultural, melainkan kewenangan sah
dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum

karena ada produk hukum yang menopangnya.

Disebut juga Pakualamanaat ground. Adalah
tanah yang dimiliki oleh Kadipaten Pakualaman.
Pengakuan ini diakui oleh hukum UU No. 13
Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Sistem kekuasaan yang diwariskan secara turun-

menurun mengikuti garis keturunan bapak.

Aturan tidak tertulis yang dijalankan Keraton
Yogyakarta secara turun-menurun dan tidak bisa

diubah. Misalnya, seorang sultan harus laki-laki.

Bagian dari slametan. Ritual ini dilaksanakan
setelah pemotongan tali pusar bayi, untuk

mendoakan keselamatan bayi.

Secara harfiah berati jenis kelamin. Namun dalam
kajian feminisme post-struktural, seks menjadi
norma yang menentukan peran gender hingga

membentuk budaya.

Adalah surat yang dikeluarkan oleh Keraton
Yogyakarta untuk mengatur penggunaan tanah
Sultan Ground yang memiliki empat jenis
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Slametan

Subordinat

Sultan Ground

Vorstenlanden

Zoonosis

pemakaian: magersari, ngindung, anganggo, dan
anggaduh.

Ritual yang menjadi jantung masyarakat Jawa.
Biasanya dilaksanakan untuk memperingati ulang
tahun, rumah Dbaru, kematian, dll. Dalam
prosesinya, menghadirkan seorang Kkiai untuk
bagian doa dan tamu undangan yang dipilih oleh
tuan rumah untuk ikut mendoakan agar tercapai

keselamatan.

Kelas dua. Dalam konflik, kelompok ini yang
berusaha menggoyahkan status quo otoritas.
Sedangkan  dalam  kacamata  feminisme,
perempuan selalu menjadi subordinat di bawah
laki-laki. Dus, perempuan di dalam konflik adalah
kelompok  subordinat di bawah kelompok

subordinat.

Disebut Juga Sultanaat Ground. Adalah tanah
yang dimiliki oleh Kasultanan yang meliputi
seluruh - kabupaten/kota - di  wilayah  DIY.
Kepemilikan ini diakui oleh hukum, yaitu UU No.
13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan.

Wilayah kerajaan yang berada di bawah kekuasaan
Kasultanan Mataram, vyaitu Surakarta dan

Yogyakarta.

Virus yang bertransmisi dari hewan ke manusia
yang disebabkan ruang hidup yang semakin

berdekatan. Sedangkan penyebab menyempitnya
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ruang hidup hewan dan manusia disebabkan oleh
pembangunan dan deforestasi.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Petani merupakan kelompok masyarkat yang telah berabad-abad mengalami tindak
pemerasan oleh sistem feodalisme (kerajaan). Sistem tersebut merupakan cara
berekonomi yang menempatkan raja, keluarganya, dan para bangsawan sebagai
tuan, dan petani sebagai abdi. Dengan kata lain, raja dan para bangsawan menjadi
pemilik alat produksi, bahkan rakyat juga milik raja yang tenaganya dimanfaatkan
untuk kepentingan penguasa.! Tidak cukup sampai di situ, kehadiran kolonial
Belanda yang memberlakukan kerja paksa juga menambah kesengsaraan petani
Jawa.?

Sejak dikukuhkannya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia,
mengharuskan seluruh daerah di Indonesia tunduk di bawah peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga tidak diperkenankan cara berekonomi di bawah
feodalisme. Diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960
yang berlaku sejak 24 September 1984° menjadi titik terang bagi petani, karenanya

kepastian kepemilikan tanah setiap warganegara menjadi jelas. Tujuan dari UUPA

! Noer Fauzi Rachman, Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia,
cetakan kedua. (INSISTPress, 2017), 15.

2 Kebijakan politik kolonial Belanda pada waktu itu terjadi perdebatan antara
memberlakukan kerja paksa atau kerja gratis, karena pertimbangan watak masyarakat Jawa yang
dianggap “malas”. Bagaimana pun, kedua pertimbangan tersebut menghamba pada ekonomi
kapitalis yang mengeksploitasi tenaga petani dan syarat dehumanisasi. Selengkapnya baca: Syed
Hussein Alatas, The Myth of the Lazy Native (London: Frank Cass, 1997), 65-66.

8 Umar Kusumoharyono, “Eksistensi Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Yogyakarta
Setelah Berlakunya UU No. 5/1960,” Yustisia 68 (2006): 1.



adalah untuk menghapus dualisme hukum pertanahan di Indonesia, serta salah satu
tujuan dan prinsipnya adalah menghapuskan pemerasan terhadap petani.*

Produk hukum tersebut merupakan langkah progresif negara dalam
mengatur bidang pertanahan. Namun ada satu daerah di Indonesia yang tidak
tersentuh oleh UUPA, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut didasarkan
pada pengakuan negara pada Pasal 18 UUD 1945, dan Pasal 18B (UUD 1945 hasil
amandemen) yang menghormati hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa,
yaitu daerah Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Negeri Paku Alaman.
Pemberian hak khusus tersebut bukan berdasarkan pada rasa terimakasih karena
kontribusi politiknya, melainkan murni pengakuan yang objektif dan autentik.®
Dengan begitu, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keraton® sebagai pusat
pemerintahannya memiliki wewenang mengatur kepemilikan tanah tanpa
mengikuti UUPA, melainkan diatur melalui Rijkblad Kasultanan dan Pakualaman.’

Kendati hak istimewa tersebut legal, belum tentu menjamin masyarakat
akan terintegrasi melalui hukum dan sistem budaya yang ada, sebagaimana menurut

Talcott Parsons.® Sebaliknya, hak istimewa tersebut menjadi akar masalah konflik

4 Rachman, Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, 69.

® Mas’udi, “Kedudukan Kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia” (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 6, accessed June 3, 2020,
http://digilib.uinsby.ac.id/14973/.

® Keraton (dengan “k” kecil) dalam hal ini berarti bangunan tempat sultan menjalankan
roda pemerintahannya. Dalam pembahasan lebih lanjut akan ditemui Keraton dengan huruf “K”
besar, ini berarti Keraton sebagai sistem pemerintahan, bukan bangunan tempat bernaung Sultan.
Klasifikasi ini perlu untuk memudahkan dalam pembahasan lebih lanjut yang fokus pada Kerton
sebagai otoritas pemerintahan sebagai sumber konflik.

" Tyas Dian Anggraeni, “Interaksi Hukum Lokal Dan Hukum Nasional Dalam Urusan
Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” Rechts Vinding 1, no. 1 (2012): 53.

8 George Ritzer and Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik
Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, trans. Nurhadi, cetakan ke-10. (Bantul:
Kreasi Wacana, 2014), 260.



sosial-ekologi. Wasisto Raharjo Jati® menyebutnya sebagai predatory regime lokal,
sebab Keraton memegang kendali penuh terhadap tata kelola sumber daya alam.
Selain itu, tidak adanya hak kepemilikan tanah oleh rakyat di beberapa daerah di
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membuat ketidakpastian jangka panjang.
Apalagi Keraton telah menyatakan salah satu daerah menjadi milik kerajaan, yaitu
pesisir pantai Kulon Progo yang dinyatakan berada di bawah yuridiksi kerajaan
melalui legitimasi kultural.’® Sedangkan di sana pula telah bernaung para petani
yang menggantungkan kehidupannya di atas pantai pasir besi.

Keraton masih mempertahankan adanya serat kekancingan (surat yang
dikeluarkan oleh Keraton Yogyakarta untuk mengatur penggunaan Sultan Ground)
bagi petani untuk menggunakan tanah PAG. Namun apa yang dilakukan Keraton
pasca pendakuan tersebut adalah mengizinkan proyek pertambangan pasir besi. Hal
tersebut dianggap petani sebagai tindakan kontraproduktif, karena setelah bertahun-
tahun pasir besi yang dianggap tandus diolah petani menjadi lahan subur, diganjar
Keraton dengan pengalihfungsian lahan. Di sisi lain, ekologi pesisir Kulon Progo
juga terancam oleh adanya tambang.

Petani sebagai makhluk rasional tidak begitu saja menerima keputusan
Keraton, meskipun tindakan tersebut sah secara legal formal. Gelombang

perlawanan petani timbul seiring kesadaran mata pencaharian mereka terancam

® Wasisto Raharjo Jati, “Predatory Regime Dalam Ranah Lokal: Konflik Pasir Besi Di
Kabupaten Kulon Progo,” Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 10 (2013): 85-111.

10 1bid., 94.

11 Muh Syaifullah, “Penambangan Pasir Besi Ancam Eksistensi Petani Kulonprogo,”
Tempo, last modified March 24, 2009, accessed January 14, 2021,
https://nasional.tempo.co/read/166386/penambangan-pasir-besi-ancam-eksistensi-petani-
kulonprogo.



hilang dengan wacana proyek tambang pasir besi yang tercium sejak tahun 2003.2
Petani menciptakan wadah perjuangan, yaitu PPLP-KP (Paguyuban Petani Lahan
Pantai Kulon Progo) untuk menguatkan solidaritas penolakan. Gelombang
perlawanan tersebut membuahkan hasil dengan berhasil memberhentikan aktivitas
pertambangan (untuk sementara). Stigmatisasi kerap muncul, yang menyebut
petani Kulon Progo sebagai aktor anti-keistimewaan karena melawan kebijakan
Keraton. Sampai saat ini petani masih berada di bawah ancaman kembalinya
tambang, sebab Kontrak Karyanya berjalan 30 tahun.

Sejauh memahami konflik ekologi, beberapa peneliti menyebutnya sebagai
konflik antara masyarakat lokal melawan korporasi global (Kartika, 2014;
Candraningrum, 2019). Namun, apa yang terjadi di Kulon Progo merupakan konflik
antara kelompok masyarakat (subordinat) melawan kelompok otoritas®
(superordinat). Distribusi otoritas diidentifikasi sebagai penyebab konflik, di mana
Keraton sebagai pemilik otoritas memiliki wewenang dalam mengatur kepemilikan
tanah tanpa kehadiran rakyat. Dengan begitu, eksistensi petani tidak dianggap
sebagai konstituen, tidak memiliki hak penuh atas tanahnya. Kepemilikan otoritas
inilah yang dianggap sebagai sumber masalah ketidakmenentuan hidup petani, juga
ruang hidup mereka. Petani menganggap bahwa keistimewaan yang dimiliki
Yogyakarta hanya dinikmati oleh rezim yang berkuasa, sedangkan rakyat tidak

menikmati status keistimewaan tersebut.

12 Jati, “Predatory Regime Dalam Ranah Lokal: Konflik Pasir Besi Di Kabupaten Kulon
Progo,” 98.

13 Menurut Ralf Dahrendorf, otoritas adalah bentuk posisi jabatan yang memiliki
wewenang secara legal. Otoritas juga mampu mengeluarka kebijakan sesuai dengan kepentingan
dan menghukum bagi yang tidak mematuhinya. Lihat: Ritzer and Goodman, Teori Sosiologi: Dari
Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, 283.



Berbagai konflik ekologi selalu menunjukkan perempuan aktif merespon,
baik melalui aksi koersi atau aksi-aksi damai. Misalnya perempuan Mollo yang
berada di garis terdepan penolakan, bahkan memimpin gerakan dengan
mengembangkan berbagai kearifan lokal. Itu disebabkan adanya keterkaitan erat
antara perempuan dengan alam, yang mana terbentuknya kesadaran perempuan
tumbuh bersama alam.!* Sedangkan aktivis perempuan di Amerika Serikat
melakukan kampanye penyadaran masyarakat tentang bahaya polusi, batubara, dan
isu sanitasi bagi tumbuhan dan manusia; kampanye tersebut dilakukan atas
kepedulian mereka terhadap keluarga.™ Ini memungkinkan juga bagi perempuan
petani Kulon Progo melakukan penolakan dengan cara yang lokalistik. Sejumlah
studi menyatakan, bahwa perempuan petani Kulon Progo turut serta dalam aksi
penolakan demi mempertahankan wilayah pertanian.’® Beberapa unjuk diri
perempuan tersebut tidak semata-mata didapatkan begitu saja atau meneruskan apa
yang telah dilakukan laki-laki, melainkan ada pengalaman panjang dan identifikasi
diri terhadap lingkungan sekitar. Maka ia adalah subjek aktif dalam setiap aktivitas,
baik menolak atau menerima realitas sosial demi memberi pengaruh terhadap
masyarakat.

Menaruh perhatian pada struktur budaya Jawa dalam masyarakat petani

Kulon Progo sangat perlu. Sebab, budaya Jawa cukup kental dengan patriarki dan

14 Desintha D. Asriani, “Perempuan Mollo Merawat Tubuh & Alam: Aleta Baun, Paham
Nifu & Pegunungan Muntis,” in Ekofeminisme III: Tambang, Perubahan Iklim dan Memori Rahim,
111 (Yogyakarta: Jalasutra, 2015), 125-139.

15 Susan A. Mann, “Pioneers of U.S. Ecofeminism and Environmental Justice,” Feminist
Formations 23, no. 2 (August 20, 2011): 8, accessed May 29, 2020,
https://muse.jhu.edu/article/448629.

16 Miftahul Huda, “Petani Dalam Pusaran Modernisasi: Studi Kasus Petani Perempuan
Karangsewu,” An Nisa’a Vol. 14, no. 1 (2019): 107-118.



berdampak pada penundukan perempuan. Oleh karenanya, jawaban atas pertanyaan
bagaimana cara perempuan petani masuk ke dalam konflik ekologi yang berwajah
maskulin sekaligus berada di lingkaran budaya Jawa, adalah kebutuhan mendesak.
Ketika itu terjawab, akan memberi peluang pengakuan bahwa perempuan bukan
hanya mengikuti apa yang diputuskan laki-laki, tapi juga memiliki kontribusi
terhadap perubahan sosial yang diinginkan.

Keterkaitan perempuan dengan alam menjadi pijakan eskalasi kesadaran
perempuan petani untuk masuk ke dalam konflik. Diketahui secara luas pemahaman
tersebut dibawa oleh ekofeminisme, sebuah aliran feminisme yang muncul pada
gelombang ketiga untuk merespon kehancuran alam dan kaitannya dengan
penindasan perempuan. Aliran ini menekankan feminitas sebagai common
denominator penjaga kelestarian lingkungan hidup!’ dan menyatu dengan sifat
alam.’®® Namun konsep tersebut menjadi lonceng peringatan karena terlalu
esensialis (mempertentangkan biologis) dan menganggap semua perempuan
memiliki nasib yang sama, sehingga memperkecil kemungkinan untuk terintegrasi
dengan laki-laki dalam satu gerakan.!® Di lain sisi perempuan seperti berkewajiban
dalam konservasi alam dan menerima begitu saja petuah laki-laki-melalui budaya,
sedangkan laki-laki bergerak sebagai penerima manfaat dari alam. Cara pandang

tersebut jelas menafikan politik perempuan petani Kulon Progo di dalam konflik.

17 Andris Noya, “Urgensi Pendidikan Lingkungan Hidup Di Sekolah Dalam Mengatasi
Krisis Ekologis: Kajian Ekofeminisme,” in Ekofeminisme: Dalam Tafsir Agama, Pendidikan,
Ekonomi, Dan Budaya (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), 120.

18 Linda Alcoff, “Cultural Feminism versus Post-Structuralism: The Identity Crisis in
Feminist Theory,” Signs 13, no. 3 (1988): 407, accessed January 1, 2021,
https://www.jstor.org/stable/3174166.

19 1bid., 406.



Ini juga menghalangi perempuan petani menjadi subjek aktif dalam konflik, karena
mereka dianggap pasif dan wadah makna “perempuan” ditempatkan.

Alhasil, untuk melihat kontribusi perempuan petani tidak bisa hanya melalui
aksi koersi dan forum-forum formal—meskipun ada, hanya sedikit dan tidak utuh.
Pengungkapannya harus masuk ke dalam aktivitas riil perempuan petani dan
menyelam ke dalam budaya Jawa. Dus, prinsip perempuan petani di dalam konflik
memungkinkan untuk diungkap dan bentuk sumbangannya di dalam konflik dapat
diketahui secara utuh dan radikal. Maka penelitian ini akan menitik-beratkan pada
proses pembentukan identitas prempuan petani hingga kontribusinya di dalam
konflik petani dan Keraton. Sekaligus, penelitian ini akan mengakrabkan antara
ekofeminisme dengan budaya, yang selama ini telah mengalami pertentangan

hebat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini, maka beberapa pertanyaan

dirumuskan untuk memudahkan fokus penelitian, antara lain:

1. Apa penyebab konflik antara perempuan petani Kulon Progo dan Keraton
Yogyakarta?

2. Bagaimana perempuan petani menyusun identitas di dalam budaya Jawa untuk
bersolidaritas melawan otoritas Keraton Yogyakarta?

3. Mengapa perempuan petani Kulon Progo menggunakan budaya Jawa untuk

berkontribusi di dalam gerakan sosial?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik antara petani perempuan dan
Keraton Yogyakarta di ekologi pasir besi Kulon Progo.

2. Untuk mengungkap proses pencarian identitas perempuan petani Kulon Progo
untuk bersolidaritas melawan otoritas Keraton Yogyakarta.

3. Untuk membongkar budaya patriarki sekaligus mengarusutamakan

subjektivitas perempuan di dalam gerakan sosial.

D. Kajian Pustaka

Konflik adalah pertentangan atau ketegangan yang terjadi antara dua kelompok atau
lebih yang memiliki kepentingan saling berlawanan. Dalam hal ini, konflik
memiliki fokus di ranah sosial-masyarakat, seperti pertentangan petani-perusahaan,
masyarakat adat-pemerintahan, dan sejenisnya. Sebagian besar konflik sosial
didominasi oleh kelompok yang berkuasa dengan berbagai alat yang melingkupi,
seperti kebijakan, modal ekonomi, dan politik. Berbeda dengan kelompok
subordinat yang jauh dari pusat kekuasaan, bahkan kelompok ini tidak memiliki
relasi kuasa karena posisinya selalu dilemahkan oleh otoritas.

Tom Kramer (2015); Mirjam AF Ros-Tonen dan Mercy Derkyi (2018);
Mustain (2017); Suliadi (2015); dan Ardiana Dewi Sesanti (2016) menunjukkan
konflik yang terjadi antara otoritas dan masyarakat (khususnya petani) selalu

memperebutkan hak atas tanah. Setiap tanah yang diperebutkan mengandung



manfaat bagi setiap kelompok konflik. Maka bagi otoritas, tanah mengandung
sumber daya yang berpotensi memberi nilai ekonomi (kapital), sedangkan bagi
petani, tanah merupakan ruang hidup dan sumber ekonomi subsisten. Karena
masing-masing kepentingan berlawanan arah, konflik terjadi secara tiba-tiba
bahkan radikal. Di dalam arena konflik, yaitu tanah pertanian dan adat, otoritas
selalu menggunakan instrumen hukum untuk melegitimasi kekuasaannya atas
tanah.

Kramer menyebutkan dampak dari pemberlakuan hukum positif (ia
menyebut, hukum tulis) atas kepemilikan tanah menjadikan masyarakat adat
dianggap sebagai penghuni liar (squatters); karena secara hukum, tanah yang
mereka tempati menjadi “milik” otoritas.?’ Kasus Mesuji, misalnya, masyarakat
yang datang ke Lampung hasil kebijakan transmigrasi Orde Baru mendapat tekanan
dari PT. Silvi yang menguasai tanah 22.666 ha sejak area kerjanya telah diperluas
pada tahun 1997. Perlawanan terhadap PT. Silvi memang ada, tapi dengan
kepemilikan modal, izin beroperasi dipulihkan kembali pada tahun 2004. Akibatnya
masyarakat yang tinggal di dalam wilayah kerja PT. Silvi menjadi “penghuni
liar”.2!

Kelompok subordinat (squatters) bukanlah masyarakat yang menyerah
begitu saja terhadap kebijakan otoritas yang opresif. Oleh karenanya, otoritas

menurunkan sanksi kepada kelompok subordinat untuk mempertahankan status

20 Tom Kramer, “Ethnic Conflict and Lands Rights in Myanmar,” Social Research: An
International Quarterly 82, no. 2 (July 24, 2015): 363-365, accessed May 5, 2020,
https://muse.jhu.edu/article/587495.

2L IPAC, Mesuji: Anatomy of an Indonesian Land Conflict (Jakarta: Institute for Policy
Analysis of Conflict, 2013), 8, accessed May 5, 2020,
https://www.jstor.org/stable/resrep07804.1#metadata_info_tab_contents.
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quo, dengan dalih ketidaktaatan. Otoritas dengan modal ekonominya juga
berpotensi mengatur kelompok subordinat dengan kekerasan atau dengan membuat
konflik horizontal: antar-masyarakat.?? Namun, jalan mitigasi konflik mungkin
dilakukan antara otoritas dan subordinat dengan dimediatori oleh pihak ketiga.
Meskipun memilih jalan damai, tetap saja negosiasi berjalan atas dasar hukum
positif, di mana itu adalah titik lemah masyarakat adat (subordinat).?® Tujuan dari
penggunaan hukum positif adalah untuk mempermudah investor menanamkan
saham di dalam negeri, kemudian yang terjadi adalah ekstraksi alam (Kramer, 2015;
Mustain, 2017; Rebecca Elmhirst dkk., 2016). Hukum positif cukup efektif untuk
melemahkan masyarakat adat, karena pada umumnya masyarakat adat
menggunakan hukum tutur (tidak tertulis), sedangkan penyusunan hukum positif
tidak melibatkan masyarakat hilir (paling terdampak).

Namun memungkinkan juga adanya sebuah kerja sama pragmatis antara
masyarakat dengan pengusaha. Masyarakat mendapat kompensasi atas sumber
daya alam (hutan dan pohon) sedangkan pengusaha mendapatkan sumber daya
yang telah dibayar. Pun juga ketika mata pencaharian masyarakat terdampak oleh
perusahaan, mereka bisa beralih profesi menjadi buruh di perusahaan yang telah
“membeli” lahan mereka.?*

Elmist dkk. menegaskan, bahwa konflik perebutan ruang (pertanian dan

tanah adat) merupakan isu feminis, maka harus menyertakan perspektif gender

22 |bid., 11.

23 Mirjam A. F. Ros-Tonen and Mercy Derkyi, “Conflict or Cooperation? Social Capital as
a Power Resource and Conflict Mitigation Strategy in Timber Operations in Ghana’s off-Reserve
Forest Areas,” Ecology and Society 23, no. 3 (2018): 9, accessed May 5, 2020,
https://www.jstor.org/stable/26799162.

24 1bid.
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dalam melihat konflik. Menurutnya, menganggap hasil negosiasi antara masyarakat
dengan perusahaan seperti itu hanya menguntungkan salah satu jenis kelamin,
langkahnya kurang radikal. Perempuan pada akhirnya paling terdampak oleh
hilangnya sumber daya. Mereka yang biasa bertani tidak bisa mengakses mode
kerja yang mengandalkan kekuatan fisik, seperti pertambangan; atau
terkontaminasinya air oleh limbah pabrik juga menjadi masalah perempuan.
Keterikatan perempuan dengan alam (caring, nurturing) memicu mereka untuk
memikirkan nasib keluarga selangkah lebih maju dari laki-laki; misalnya
memikirkan di mana bisa mendapatkan air bersih untuk minum dan masak.?

Kramer, Ros-Tonen dan Derkyi, dan Mustain menunjukkan bahwa
pembangunan adalah instrumen konflik antara superordinat dan subordinat.
Konfliknya seputar perebutan lahan dengan tujuan mengejar nilai ekonomi
ekstraksinya. Itu merupakan cara pandang dan standarisasi kapitalis terhadap ciri
negara maju, VYyaitu dengan melakukan pembangunan. Namun dalih
menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan tidak dirasakan oleh masyarkat
lokal. Watak pembangunan memang sengaja tidak mengarah ke sana; siapa yang
merencanakan, mereka yang diuntungkan.

Negara dengan perangkat hegemoninya menjelma institusi yang dibenarkan
merampas tanah warganya. Di pihak lain, ada petani sebagai kelompok rasional—
yang selalu menjadi korban perampasan—mampu mengidentifikasi setiap ancaman

yang muncul dan mempersiapkan diri untuk bertahan dari potensi kerugian.

%5 Rebecca Elmhirst, Mia Siscawati, and Carol J. Pierce Colfer, “Revisiting Gender and
Forestry in Long Segar, East Kalimantan, Indonesia: Oil Palm and Divided Aspiration,” in Gender
and Forest: Climate Change, Tenure, Value Chains and Emerging Issues, ed. Carol J. Pierce Colfer,
Bimbika Sijapati Basnett, and Marlene Elias (New York: Routledge, 2016), 310.
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Reclaiming adalah gerakan yang biasa dilakukan petani untuk merebut kembali
tanah mereka yang dirampas oleh otoritas. Di mata otoritas, gerakan tersebut
dianggap melawan hukum dengan dalih tanah sudah memiliki sertifikat hak milik.
Namun petani akan terus berusaha merebut tanahnya, karena akumulasi
kekecewaan dan merasa tidak diurus oleh negara lebih besar dari pada janji
kesejahteraan di masa depan.?®

Gerakan perlawanan petani juga berpotensi memunculkan pilihan moral
mereka. Maksud pilihan moral di sini adalah, pertimbangan petani terhadap
kehidupan keluarga dengan menghitung untung-rugi dari mempertahankan tanah
mereka. Pilihan tersebut muncul lantaran petani memiliki pilihan rasional untuk
hidup di tengah sistem kapialisme yang tidak menentu. Hegemoni negara melalui
pembangunan menciptakan resiko-resiko yang tidak terprediksi oleh petani, yang
kemudian memaksa petani untuk memilih menyerahkan tanahnya dengan mendapat
ganti rugi oleh negara atau diambil alih oleh negara secara paksa tanpa ganti rugi.
Pada akhirnya, negara mendesak petani hingga mereka hanya memiliki satu
pilihan: menyerahkan lahannya kepada negara dan mendapat kompensasi sekaligus
langkah awal meleburkan diri ke dalam sistem kapitalisme—dari pada harus
kehilangan tanah tanpa mendapatkan apa-apa.?’

Itu merupakan pilihan diplomatis, sebab tidak ada jaminan untuk kehidupan
jangka panjang, baik bagi petani atau pun alam. Namun hal tersebut sekaligus

menciptakan dilema, di mana petani juga berusaha untuk mengurangi kesengsaraan

% Mustain, Petani vs. Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Nedia, 2017), 364—366.

21 Suliadi, “Resistensi Petani Terhadap Pertambangan Pasir Besi Di Karangwuni Kulon
Progo,” Jurnal Sosiologi Reflektif Vol. 9, no. 2 (2015): 79-102.
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dan ketidakpastian hidup, dengan menerima kompensasi dan bekerja di sektor
industri. Sisi paradoksnya adalah, sejak petani menyerahkan tanahnya kepada
perusahaan, sebenarnya status petani sudah ditanggalkan (kecuali mereka yang
memiliki petak lahan lebih dari satu). Dengan kata lain, mereka telah terhegemoni
oleh negara dan masuk ke dalam sistem kapitalis dengan ketidakpastian pekerjaan
di masa depan. Ini menjadi kelemahan konsep ekonomi moral petani.

Sektor perizinan menjadi pertimbangan masyarakat—baik petani, warga
lokal, atau masyarakat adat—dalam wilayah konflik. Beberapa aktor otoritas
hierarkis masuk dalam dinamika perizinan pembangunan, seperti Walikota dan
perangkat perizinannya?®—yaitu dinas perizinan—investor, serta keterlibatan
lembaga non pemerintahan. Sebab kehadiran mereka dipahami masyarkat sebagai
kesengajaan untuk meminggirkan masyarakat di sekitar wilayah target
pembangunan. Perebutan ruang yang melibatkan pengusaha dan aktor negara telah
membuktikan dampak lingkungan bagi masyarakat, sekaligus mewarnai problem
pembangunan. Hal tersebut sekaligus memicu kebimbangan masyarakat untuk
melawan, sebab yang akan dihadapinya adalah persekutuan besar dan “legal”.
Keterlibatan pemerintah juga menjadi momok yang sulit ditumbangkan meski
masyarakat mampu mendeteksi kerusakan ekologi yang akan ditimbulkannya

nanti.?®

2 Hadirnya lembaga perizinan adalah untuk menciptakan teritorialisasi wilayah adat,
hutan, dan tanah rakyat. Rakyat yang wilayahnya masuk hutan negara berpotensi menjalani konflik
secara terus-menerus. Sebab, pemerintah bisa leluasa memberi lisensi kepada korporasi untuk
menduduki tanah negara, sedangkan di sisi lain rakyat yang menduduki dan mendapatkan manfaat
dari wilayah yang diberi lisensi terus melakukan penolakan. Maka terciptalah konflik struktural.
Selengkapnya baca: Noer Fauzi Rachman, Panggilan Tanah Air, Cet. ke-3. (Yogyakarta:
INSISTPress, 2017), 34-35.

29 Ardiana Dewi Sesanti, Jogja-Ku[Dune Ora] Didol: Manunggaling Penguasa Dan
Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel Di Yogyakarta (Yogyakarta: STPN Press, 2016).
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Kramer, Ros-Tonen dan Derkyi, Mustain, dan Sesanti telah menerangi
wajah konflik beserta aktornya. Setiap konflik yang terjadi menghasilkan kelompok
superordinat dan subordinat, yang keduanya memiliki kepentingan berlawanan.
Fenomena konflik selalu menguntungkan superordinat karena ia memiliki
wewenang untuk membuat kebijakan—kelompok ini disebut juga sebagai otoritas.
Namun tidak bisa melihat konflik berhenti sampai pada hal-hal normatif saja,
karena potensi mengungkap kelompok yang terdiskriminasi dan teropresi sangat
rendah. Maka harus meletakkan kepemilikan otoritas sebagai sumber konflik dan
instrumen memuluskan kepentingan, sebab normativitas sering digunakan otoritas
untuk menjaga status quo.

Dalam konteks konflik petani dan Keraton Yogyakarta perlu memasukkan
aspek budaya. Sebab otoritas mengonversi hal-hal kultural menjadi legal, dan
menjadikannya pusat kekuatan untuk melemahkan posisi masyarakat petani,
misalnya mendaku tanah dengan legitimasi kultural. Maka posisi petani berhadapan
langsung dengan Keraton, sedangkan tambang adalah wajah antroposentrisme
Keraton (bukan inti konflik). Dengan demikian hal yang belum diungkap adalah,
bagaimana otoritas menggandeng budaya untuk memperlemah posisi—khususnya
perempuan—petani Kulon Progo.

Perlu ditekankan, menganggap semua kelompok yang tersubordinasi
memiliki nasib yang sama adalah hal yang naif. Struktur budaya, pengalaman,

identitas, dan tubuh biologis adalah aspek yang memengaruhi level ketertindasan.*

% Kimberle Crenshaw, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and
Violence against Women of Color,” Stanford Law Review 43, no. 6 (1991): 1241-1299, accessed
December 27, 2019, https://www.jstor.org/stable/1229039.
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Keadaan tersebut lebih kentara jika aktor pembangunan tidak mengarusutamakan
gender dalam kebijakan pembangunannya. Ini mengakibatkan relasi gender dan
dunia sosial perempuan mengalami perubahan ke arah negatif, seiring rusak dan
dirampasnya sumber daya alam.3! Selanjutnya perempuan harus menyesuaikan diri
hidup di dalam sistem kapitalisme. Pelibatan perspektif gender dalam konflik akan
menghasilkan cara pandang yang lebih kritis. Gender juga sebagai jembatan untuk
memahami kelompok yang paling tertindas dan tertutup suaranya oleh struktur.
Langkah awal untuk mengetahui suara kelompok tertindas adalah tidak
mengabaikan struktur ekonomi dan alam. Berkaitan dengan status Indonesia
sebagai negara Dunia Ketiga serta pertanian sebagai sektor yang menyerap tenaga
kerja tertinggi (31,86%, 2017),> membuat petani harus berhadap-hadapan
langsung dengan neoliberal®® (sekaligus negara sendiri). Jika melihat Kulon Progo,
di sana telah berderet para petani serta sumber daya pasir besi yang diproyeksikan
untuk menyaingi biji besi dari Brasil.** Tentu mengancam ekonomi mandiri
perempuan petani setempat karena tambang mensyaratkan pembebasan

(penggusuran) lahan pertanian.®> Maka gender menjadi kacamata untuk melihat

31 Elmhirst, Siscawati, and Colfer, “Revisiting Gender and Forestry in Long Segar, East
Kalimantan, Indonesia: Oil Palm and Divided Aspiration,” 309-311.

32 Okezone, “31,86% Penduduk Kerja Indonesia Ada di Sektor Pertanian: Okezone
Economy,” https://economy.okezone.com/, last modified May 5, 2017, accessed January 14, 2021,
https://economy.okezone.com/read/2017/05/05/320/1683895/31-86-penduduk-kerja-indonesia-
ada-di-sektor-pertanian.

3 Awail Rizky and Nasyith Majidi, Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia (Jakarta: E
Publishing Company, 2008), 22.

3 Kurniatul Hidayah, “Pasir Besi Kulonprogo Diuji Di China,” TribunJogja, last modified
September 29, 2020, accessed January 14, 2021, https://jogja.tribunnews.com/2020/09/29/pasir-
besi-kulonprogo-diuji-di-china.

% Miftahul Huda and Alfa Chusna, “Empowering Female Farmers Against Mining
Capitalism,” Sawwa: Jurnal Studi Gender 15, no. 1 (April 21, 2020): 127-146, accessed September
15, 2020, https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/5311.
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level ketertindasan dan titik keberangkatan perempuan petani dalam merespon
masalah sosial.

Beberapa dampak buruk pertambangan adalah kehilangan ruang hidup,
relasi sosial, keterbatasan akses sumber daya, dan kerusakan alam. Dari sekian
dampak tersebut, perempuan pedesaan adalah kelompok paling dirugikan karena
dekatnya aktivitas mereka dengan ruang yang dijadikan target pembangunan.
Kompleksitas sistem reproduksi menjadi ancaman serius bagi perempuan, karena
tambang juga mencemari sumber kebutuhan wilayah domestik—seperti air,
pangan, tanah, dan udara—di mana perempuan banyak beraktivitas di sana.*® Dus,
perempuan bersentuhan langsung dengan sumber resiko penyakit serta pilihan
untuk menjauhinya juga semakin sempit karena ada struktur budaya yang
mengawasi.

Titiek Kartika (2014), Ira D. Mangililo (2015), dan Dewi Candraningrum
(2019) telah memasukkan perempuan dan alam sebagai entitas yang sama-sama
tertindas. Kartika dan Mangalilo menggali identitas perempuan dan bagaimana
mereka, sebagai kelompok terbungkam, menyuarakan pengalaman ketertindasan.
Hasilnya, perempuan diketahui membangun identitas perlawanannya berdasarkan
social experience untuk kepentingan bertahan hidup (survive). Sedangkan
Candraningrum menyebut spiritualitas adalah basis resistensi perempuan dalam
melawan tambang, perempuan memanifestasikan tubuhnya sebagai alam dan

terkoneksi dengannya.

% Tommy Apriando, “Perempuan Rembang Merawat Mata Air Kendeng: Kajian Dampak
Tambang Pada SRHR (Sexual and Reproductive Health and Right),” Jurnal Perempuan 20, no. 3,
86 (2015): 48-52.
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Ada argumen cukup mendasar dan masuk dalam perdebatan ekofeminisme,
yaitu penjaga dan yang terkoneksi dengan alam bukan hanya perempuan, tapi juga
laki-laki, keduanya bersolidaritas untuk menjaga alam.®” Ada nilai-nilai lokal yang
mendorong sebuah gerakan, baik laki-laki atau perempuan, yang terintegrasi
dengan alam, sekaligus meminggirkan cara pandang esensialis yang terlalu naif
terhadap ragam identitas manusia. Role model sejarah menjadi salah satu nilai lokal
untuk mendorong perempuan menjadi pemimpin gerakan (emansipasi).® Di sisi
lain, alam menjadi ruang aman bagi perempuan untuk merekonstruksi realitas dan
solidaritas.® Ini menegaskan bahwa aspek identitas melingkupi dan mendorong
sebuah gerakan. Alam bukan dipahami sebagai cermin perempuan, menandakan ia
memiliki sifat alam yang terberi dan tidak tertolak, melainkan ada kesengajaan
perempuan mengonstruksi identitasnya untuk terhubung dengan alam. Dengan
demikian, proses pencarian identitas adalah langkah awal terbentuknya sebuah
lokalitas gerakan. Kesamaan identitas membuahkan solidaritas dan kepekaan
mengenali sisi eksternal yang mengancam eksistensi mereka.

Identitas perempuan dalam budaya adalah komponen penting untuk
berkontribusi dalam perlawanan menolak tambang. Kartika menemukan
perempuan didukung oleh nilai-nilai lokal yang egaliter dan mendukung

perlindungan hutan, tentu ini proses perempuan dalam menentukan pilihan, bukan

3" Dewi Candraningrum, “The Spiritual Politics of the Kendeng Mountains Versus the
Global Cement Industry,” in After the Death of Nature: Carolyn Mercant and the Future of Human
Nature Relation, ed. Kenneth Worthy, Elizabeth Allison, and Whitney A. Bauman (New York:
Routledge, 2019), 221.

3 |bid., 224.

% Ira D. Mangililo, “Bumi Sebagai Tubuh Manusia: Studi Kasus Perempuan Mollo
Melawan Tambang Mangan,” in Ekofeminisme 111: Tambang, Perubahan Iklim, dan Memori Rahim,
ed. Dewi Candraningrum and Arianti Ina Restiani Hunga, Seri 1l (Yogyakarta: Jalasutra, 2015),
182-183.
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ahistoris. Unsur budaya adalah bagian penting dalam penyusunan identitas
sekaligus titik keberangkatan gerakan lokal. Misalnya, perempuan digambarkan
sebagai pemegang kunci ruang domestik dan memiliki sifat keras, maka perempuan
akan mengidentifikasi ancaman yang mendekati wilayahnya. Kartika menyebut
tindakan perempuan dalam menolak tambang adalah aksi politis, meskipun mereka
tidak memiliki cukup ruang bicara di ruang publik. Namun, ruang-ruang koersif
(demonstrasi, tindakan langsung) menjadi ruang alternatif perempuan lokal dalam
menampilkan sikap politiknya, yang oleh budaya dianggap tidak representatif.*°

Kartika dan Mangililo menunjukkan keberhasilan perempuan dalam
menghentikan pertambangan dengan mengonversi struktur budaya menjadi ruang
yang politis. Sedangkan Candraningrum menunjukkan kapasitas perempuan
sebagai pemimpin gerakan sosial sekaligus mempertahankan identitas mereka yang
erat dengan alam. Ketiganya menunjukkan kesamaan untuk tetap menggunakan
identitas dan ruang budaya sebagai titik berangkat perlawanan. Kemudian alam
sebagai target yang harus diselamatkan oleh perempuan, alih-alih sebagai arena
politik belaka. Dengan begitu, menyelamatkan alam adalah menyelamatkan
masyarakat—dalam pandangan politik perempuan lokal.

Namun ada hal yang perlu digarisbawahi, bahwa memang perempuan
melakukan perlawanan terhadap tambang, dan identitas sebagai penguat solidaritas;
tapi pola pembentukan identitas itu tidak generik, melainkan lokalistik. Dengan

adanya pengaruh otoritas Keraton Yogyakarta yang menggunakan budaya dalam

40 Titiek Kartika, Perempuan Lokal VS Tambang Pasir Besi Global (Jakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonesia, 2014), 216-221.
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menjalankan kekuasaannya, maka perempuan petani berada di dalam lapisan
subordinasi: di bawah watak otoritas yang antroposentris dan (sebagian) budaya
Jawa yang patriarkis. Tidak seperti studi Kartika yang menyatakan suara
perempuan tidak bisa menjangkau ruang publik dan hanya bisa menggunakan
tindakan koersif (ini bisa terpeleset mengadopsi sifat maskulin) untuk
mencapainya, justru perempuan petani Kulon Progo berusaha mengintervensi
konflik dan ruang publik melalui ruang domestik dan budaya Jawa. Artinya,
perempuan petani Kulon Progo telah membentuk pola melawan otoritas Keraton
Yogyakarta. Maka inilah yang akan diungkap, yaitu proses perempuan petani
Kulon Progo membentuk identitas di dalam budaya Jawa dan melawan balik
otoritas Keraton Yogyakarta bersama budaya Jawa yang ia pancarkan.

Perlu kiranya meninjau beberapa studi yang melibatkan perempuan petani
dan Otoritas Keraton Yogyakarta dalam satu arena. Ini bertujuan untuk melihat
sejaun mana perempuan petani diakui sebagai subjek aktif yang melakukan
perlawanan dan mengonversi budaya Jawa untuk melawan otoritas. Maka dua studi,
yaitu Argoposo C. Nugroho (2015) dan Wasisto Raharjo Jati (2013) cukup
representatif menggambarkan kedalaman studi perempuan di dalam konflik pasir
besi.

Dalam studi Nugroho, perempuan petani memiliki empat modal untuk
terlibat dalam konflik. Beberapa modal itu direpresentasikan oleh perempuan,

antara lain  bertani, spiritual, propaganda, pendidikan.**  Perempuan

41 Argoposo C. Nugroho, “Bertani Di Atas Pasir Pesisir Pantai Selatan Yogyakarta: Studi
Kasus Perempuan Melawan Tambang Pasir Besi,” in Ekofeminisme I11: Tambang, Perubahan Iklim,
Dan Memori Rahim, ed. Dewi Candraningrum and Arianti Ina Restiani Hunga, Il (Yogyakarta:
Jalasutra, 2015), 107-116.
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mengedepankan pengalaman sebagai esensialisme reflektif bahwa alam bukan
entitas pasif dan bebas dibentuk. Sebaliknya, alam akan bertindak defensif dan
memungkinkan untuk menyumbang resistensi ketika ia dieksploitasi tanpa henti.
Refleksi inilah yang diinternalisasikan pada diri perempuan sebagai modal
resistensi. Mereka menyertakan esensialisme reflektif saat melakukan aktivitas
bertani, mendidik, propaganda, dan spiritual. Keempat modal sosial perempuan
tersebut bertujuan untuk menciptakan kontinuitas perlawanan terhadap tambang
yang memiliki umur sewa 30 tahun, sehingga anak-cucu mereka berpotensi menjadi
korban.

Jati menemukan kompleksitas konflik yang terjadi di Kulon Progo. Berbeda
dengan Nugroho, Jati menambahkan Keraton sebagai rezim predatoris ke dalam
kelompok konflik yang berkongsi dengan korporasi tambang melawan petani.
Hasilnya, Kraton sebagai rezim tata kelola sumber daya memiliki otoritas dalam
mengatur ruang di suatu derah tanpa melibatkan masyarakat hilir. Sistem
patrimonial dengan logika pembangunanisme menjadi sumber utama ketertindasan
alam serta masyarakat petani yang ada di dalamnya. Kondisi petani yang teropresi
oleh rezim predatoris, yang mengatasnamakan pembangunan dan peningkatan
pendapatan daerah, menjadikannya awal mula gelombang resistensi.*2

Ada perbedaan orientasi antara petani dan Keraton. Petani berorientasi
mempertahankan area pertanian di atas pasir besi yang sebelumnya dinyatakan

Keraton sebagai wilayah tandus. Di lain sisi, Kraton memiliki orientasi

42 Jati, “Predatory Regime Dalam Ranah Lokal: Konflik Pasir Besi Di Kabupaten Kulon
Progo,” 94.
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pembangunan dan menjadikan wilayah pantai pasir besi yang berstatus penghasil
pendapatan daerah paling rendah se-Jawa menjadi daerah eskavasi pertambangan.
Menurut Jati,*® penemuan kandungan alam di Kulon Progo yang selama ini
tersembunyi memancing investor dan Kraton untuk memperkaya diri. Otomatis jika
tambang beroperasi, maka akan merusak ekologi pasir besi; begitu juga petani yang
ada di dalam ekosistem, karena ekonomi petani bergantung pada pasir besi. Konflik
sumber daya alam yang terjadi dalam bentuk lokal itu, oleh Jati,** disebut
memunculkan wajah baru, yaitu neo-kapitalisme semu dan patrimonialisme bisnis.

Nugroho dan Jati saling melengkapi dalam studinya, perempuan petani
merefleksikan diri dengan alam untuk melawan rezim predatoris, yaitu Keraton
Yogyakarta. Namun Nugroho masih menggunakan cara pandang esensialis, di
mana perempuan (dianggap) tidak bisa menyentuh budaya dan menghanyutkan diri
pada alam—meski ada sifat reflektif. Sedangkan studi Jati membuka jalan
perlawanan perempuan terhubung sampai ke otoritas Keraton, bukan sekadar ke
tambang. Kendatipun sudah representatif, tapi kedua studi belum menunjukkan
intervensi perempuan melalui ruang budaya dan menempatkan Keraton sebagai
otoritas yang menggunakan budaya untuk memperlemah masyarakat petani—
khususnya perempuan. Alhasil, perempuan belum dilihat sebagai subjek dalam
ruang budaya yang sering diasosiasikan sebagai maskulin. Sedangkan di saat
bersamaan, perempuan bergerak di dalam budaya Jawa yang dipancarkan oleh

Keraton sekaligus diresepsi oleh masyarakat.

43 1bid., 99.
“ 1bid., 109.
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Berdasarkan kajian yang terdahulu, maka penelitian ini, pertama, berusaha
meletakkan konflik yang terjadi di Kulon Progo bukan petani menghadapi tambang,
tapi otoritas Keraton Yogyakarta, di mana penelitian-penelitian sebelumnya
mengabaikan aspek otoritas sebagai kreator konflik. Oleh karenanya, Keraton
mampu menjadikan dirinya sebagai narasumber resmi budaya Jawa. Maka, kedua,
penelitian ini akan mengungkap cara perempuan petani mengonversi budaya Jawa
menjadi alat perlawanan dan penguat solidaritas; sekaligus, ketiga, cara perempuan
petani mempertahankan ekologi pasir besi, yang mana ini menggugurkan

kecenderungan esensialis yang menempatkan perempuan sebagai cerminan alam.

E. Kerangka Teoretis

1. Konflik dan Otoritas

Properti (hak milik) menjadi simbol kekuasaan yang tumbuh kuat dan efektif. Hal
tersebut yang mengawali tatanan sosial baru, yaitu adanya kelas pemilik modal dan
kelas pekerja, si kaya dan si miskin, dominan dan subordinat.*® Analisa Marx
mengatakan konsep tersebut menjadi cikal-bakal sistem kapitalisme, yang syarat
dengan “yang menguasai” dan “yang dikuasai”.*® Kepemilikan properti juga
disinyalir Marx sebagai biang konflik, dan memberlakukannya secara generik.
Namun kompleksitas zaman dan ragam kepentingan masyarkat, menjadikan teori

Marx sulit untuk menjelaskan fenomena sosial yang beragam karena ia

4 Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society (California: Stanford
University Press, 1959), 5.

46 Gregor MacLennan, “Maintaining Marx,” in Handbook of Social Theory, ed. George
Ritzer and Barry Smart (London: SAGE Publications, 2001), 46.
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menekankan perubahan masyarakat secara fundamental dan perjuangan berat.
Maka Ralf Dahrendorf menghadirkan teori konflik yang mendalam dengan
mempertimbangkan variabel: bagaimana mereka digerakkan, dimensi apa saja yang
dirampas dari masyarakat, dan relasi antara pemimpin dan pengikut.*’

Teori konflik Dahrendorf memberi jalan untuk menjernihkan siapa yang
berkonflik di atas pasir besi Kulon Progo. Dahrendorf*® secara khusus menolak
pendapat Talcott Parsons tentang ekuilibrium masyarakat yang terus bergerak,
stabil, terintegrasi, koordinasi fungsional, dan konsensus. Atas penolakannya, ia
menyatakan bahwa setiap masyarakat menyumbang perubahan, konflik,
disintegrasi, dan koersi.*® Menurutnya, kompleksitas masyarakat dan berlakunya
hierarki dalam kehidupan sosial saat ini tidak bisa dijelaskan dengan teori integrasi.
Dalam hal ini, perlawanan yang dilakukan petani Kulon Progo bukan menandakan
mereka kelompok yang tidak produktif atau tidak terintegrasi dengan masyarakat,
melainkan mereka mendapat gangguan dari sistem yang ada—yaitu, yang disebut
Jati sebagai, rezim predator lokal—alih-alih pemeliharaan. Tindakan yang
dilakukan petani adalah usaha untuk menciptakan perubahan sosial, yang mana
tidak mungkin tercapai jika hanya “mentaati” aturan Keraton.>® Sebab, kepentingan
antara petani dan Keraton berada di kutub yang berbeda.

Selanjutnya adalah melihat Keraton sebagai kreator konflik, yang akan

menerangkan relasi antara petani Kulon Progo dengan Keraton Yogyakarta. Oleh

47 Mark Abrahamson, “Functional, Conflict and Neofunctional Theories,” in Handbook of
Social Theory, ed. George Ritzer and Barry Smart (London: SAGE Publications, 2001), 146.

8 Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society, 161.

4 1bid., 162.

%0 |bid., 161-162.
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sebab itu harus jelih membedakan antara kekuasaan (power) dan otoritas
(authority), sebab keduanya akan menjadi kaca pembesar yang menunjukkan peran
Keraton sebagai opresor. Pertama, kuasa yang dimaksud Dahrendorf bekerja secara
esensial, terikat dengan personal individu. Ini menjelaskan bahwa HB X sebagai
individu mampu mendistribusikan kuasa untuk memengaruhi rakyat tentang
tatanan masyarakat yang ideal, karena bekal status sosialnya. >* Meskipun begitu
HB X tidak bisa mengontrol rakyatnya secara penuh, karena pengakuan kultural
tidak berfungsi di tatanan dunia modern. Maka, kedua, Dahrendorf menyebutkan
“otoritas” untuk menjelaskan bagaimana seseorang bisa mengontrol orang lain
secara sah. Otoritas adalah sesuatu yang melekat pada posisi atau peran, dalam hal
ini HB X menjalankan peran pemerintahan Keraton Yogyakarta—ia melekat
dengan institusi, sehingga mampu memaksakan gagasannya kepada masyarakat.
Otoritas juga disebut sebagai kekuasaan yang terlegitimasi, karena ia mampu
mendominasi dan menundukkan secara sah dalam berrelasi. Kepemilikan otoritas
tersebut menjelaskan bahwa awal kehadiran tambang adalah berkat distribusi
otoritas oleh Keraton, bukan kekuasaan HB X, apalagi atas kehendak korporasi
sendiri.®? Ini juga mengandung hasrat Keraton untuk mengikuti arah pembangunan
Barat, yang sebenarnya hanya menghasilkan hubungan non-egaliter dan eksploitatif
dengan negara Dunia Pertama. >

Distribusi otoritas menjadi inti konflik, sebab ia berusaha mengintegrasikan

masyarakat melalui paksaan dengan menciptakan institusi-institusi di dalam

51 |bid., 165-166.

52 |bid., 166.

%3 Maria Mies and Vandana Shiva, Ecofeminism, 2nd edition. (New York: Zed Books,
2014), 58-59.
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masyarakat yang muaranya adalah mendukung kehendak otoritas tertinggi, alih-
alih menjadikan masyarakat sebagai subjek yang mampu berkonsensus dan bekerja
sama. Hal tersebut menjelaskan bahwa Keraton sebagai otoritas tertinggi
memanfaatkan lembaga pemerintahan di bawahnya untuk mendukung perizinan
tambang pasir besi tanpa berdialog dengan petani. Dus, Keraton mampu
menyeragamkan suara hingga ke tingkat desa bahkan RT, untuk mengintegrasikan
petani dalam program yang telah dicanangkan, tentu dilegitimasi dengan aturan
yang juga telah dibuat. Tapi justru langkah tersebut tidak menjadikan masyarakat
terintegrasi, melainkan menyulut api konflik, dan pendistribusian otoritas hingga
institusi terendah menjadikan watak dominatif otoritas semakin dirasakan
masyarakat, alih-alih merasa diberdayakan. Alhasil, mengacu Dahrendorf,
terciptalah kelompok yang saling berkonflik, yaitu Keraton sebagai kelompok
superordinat dan petani sebagai kelompok subordinat, yang keduanya memiliki
kepentingan yang saling berlawanan.>*

Teori konflik Dahrendorf pada akhirnya berguna untuk menjelaskan bahwa
yang berkonfrontasi di atas pasir besi adalah petani dan Keraton Yogyakarta.
Selanjutnya, sumbangan Dahrendorf akan digunakan untuk menganalisa distribusi
otoritas Keraton Yogyakarta di atas pasir besi sekaligus menelisik watak Keraton
melalui kebijakannya. Kemudian di pihak lain ada petani yang tersubordinasi dan

terus berusaha menyumbang perubahan sosial melalui konflik.

% Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society, 180.
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2. Politik ldentitas Perempuan dan Ekofeminisme

Minimnya narasi perempuan di dalam konflik bukan disebabkan ketidakhadiran
mereka atau ketidakmampuan bersuara, melainkan akses mereka ke ruang publik
dibatasi. Penyebab terbatasnya akses perempuan adalah ketidakseimbangan
budaya, politik, dan sosial-ekonomi yang berdampak juga terhadap alam.®
Berkaitan juga dengan konflik petani dan Keraton, bukan semata-mata menjadikan
pasir besi sebagai arena konflik, melainkan ia sebagai subjek hidup yang juga
dirugikan dengan kehadiran tambang. Maka ekofeminisme akan menjembatani
pemahaman awal ini, bahwa keduanya (perempuan dan alam) sama-sama teropresi
di dalam konflik.>® Karen J. Warren menyarankan untuk mengungkap bagaimana
pengetahuan perempuan bersama alam melalui pengalaman sehari-hari. %

Namun persoalan mendasarnya, perempuan cenderung dianggap menerima
begitu saja konsepsi gender dan tercipta memiliki sifat alam. Konsepsi
ekofeminisme cenderung terjebak di wilayah tersebut, menganggap nasib semua
perempuan sama, generik, dan mengabaikan subjektivitasnya. Oleh sebab itu, teori
politik identitas Catriona Sandilans® akan digunakan untuk menjelaskan

subjektivitas perempuan petani dan mengakui-isu politik yang ia bawa. Ini juga

% Miriam Kammer, “Breaking the Bounds of Domesticity: Ecofeminism and Nature Space
in Love’s Labour’s Lost,” Shakespeare Bulletin, 2018, 468, accessed March 27, 2020,
https://muse.jhu.edu/article/707370.

% D. Rocheleau, B. Thomas-Slayter, and E. Wangari, Feminist Political Ecology: Global
Issues and Local Experiences (London: Routledge, 1996), 3-4.

5" Karen J. Warren, “Taking Empirical Data Seriously: An Ecofeminist Philosophical
Perspective,” in Ecofeminism: Women, Culture, Nature, ed. Karen J. Warren (United States of
America: Indiana University Pres, 1997), 4-6.

%8 Catriona Sandilands, The Good-Natured Femnist: Ecofeminist and the Quest for
Democracy (London: University of Minnesota Press, 1999).
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akan menjelaskan bahwa perempuan petani memberi perlawanan terhadap otoritas
Keraton Yogyakarta.

Sandilands memperingatkan untuk tidak terburu-buru mengaitkan budaya
dengan laki-laki dan alam dengan perempuan, karena itu bisa mengafirmasi
dominasi gender sebagai produk alamiah. Maka perlu mengakui perempuan dengan
berbagai pengalamannya di ruang domestik dan bersama alam; kemudian secara
jernih melihat perempuan membentuk gerakan politik identitas untuk menyuarakan
pengalamannya. Perempuan dan alam mengalami pembungkaman, pendevaluasian,
dan dikucilkan dari kehidupan, isu inilah yang akan diungkap ke publik. Sandilans
sudah memberi perhatian bahwa pengungkapannya cukup eksklusif dan syarat
dengan subjektivitas perempuan, karena memang bermaksud untuk menjadikannya
sangat politis.>® Ini seirama dengan perempuan petani Kulon Progo yang tidak diam
saja di dalam konflik, melainkan terus bergerak mencari celah di dalam budaya
Jawa. Dengan demikian, perempuan berada pada arus tradisi politik gerakan sosial,
dan mereka bisa menyampaikan keinginan kelompok.

Politik identitas mendorong perempuan yang semula objek menjadi subjek
pembawa perubahan—Sandilans menyebutnya revolusi.®® Ini menjadi ruang bagi
petani perempuan untuk mengungkapkan apa yang mereka alami sebelum dan
selama berkonflik dengan Keraton, di mana ini tidak mungkin dirasakan oleh laki-
laki—bahkan perempuan—yang berada di luar identitas. Dan identitas tersebut

merupakan pusat untuk melihat semua masalah pra-revolusi menuju revolusi. Dus,

% 1bid., 28.
% 1bid., 30.
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perempuan hanya perlu membicarakan masalah mereka sendiri seperti sumber air,
kebutuhan pangan, dan potensi kerusakan lahan pertanian karena tambang. Proses
ini disebut Sandilands sebagai revolusi sebelum revolusi: perempuan
mengidentifikasi identitas mereka dan menyadari isu yang perlu diselesaikan di
dalam diri mereka sendiri dan kemudian memberi intervensi ke publik.®

Selanjutnya Sandilands menekankan bahwa identitas adalah ciptaan yang
disengaja. Artinya perempuan petani menjadi subjek penuh dalam konstruksi
identitas, bukan memilih karena memang itu adanya (yang tersedia).®? Sedangkan
bahan bakar untuk membentuk identitas bukan diperoleh dari tindakan politik sadar
dan kreatif, melainkan melalui aktivitas reproduksi tertentu dalam kehidupan
sehari-hari, seperti melahirkan, memasak, dan mengurus anak (erat dengan hal-hal
sensual). Ini adalah usaha untuk mengakui bahwa aktivitas reproduksi perempuan
adalah tindakan politik, di mana ini sering diabaikan dan tidak diakui.®® Jika
demikian adanya, maka identitas terbentuk sebelum adanya gerakan sosial, dan
perempuan “ada” sebelum dimobilisasi. Oleh karenanya, perempuan petani sudah
membentuk identitas mereka sebelum adanya PPLP-KP—bukan diproduksi secara
sewenang-wenang—hanya saja perlu bantuan untuk mengungkapnya.

Proses konstruksi identitas juga mendorong = seseorang untuk
mengidentifikasi kelompoknya, mana yang sesuai dan mana yang tidak; sehingga
dari situ solidaritas terbentuk dan memperkuat kelompok.%* Sebagaimana

perempuan petani yang secara aktif bersolidaritas di berbagai pertemuan dan

®1 1bid., 31.
%2 1bid., 34.
%3 1bid., 39.
% 1bid., 44.
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membahas isu seputar reproduksi, lalu mengaitkan dengan masalah sosial yang
sedang mereka alami. Maka perempuan tidak boleh dianggap tidak berkontribusi di
dalam konflik, apalagi dianggap tidak ada. Justru sejak dari pemilihan identitas
itulah perempuan petani masuk ke dalam konflik dan mendorong alam serta

wilayah domestik masuk ke dalam isu politik.

3. Politics of Location: Menguatkan Gerakan Perempuan Lokal

Saya berusaha masuk ke wilayah yang lebih pribadi, yaitu tubuh perempuan dan
alam. Maksud “pribadi” di sini adalah pengalaman yang tidak pernah dirasakan
oleh entitas di luar dirinya—seperti laki-laki, atau bahkan perempuan lain
sekalipun—sehingga perlu penelusuran yang eksklusif. Begitu juga dengan tempat,
budaya, dan religiositas yang melingkupinya, adalah aspek-aspek yang
memengaruhi proses pembentukan identitas politik perempuan. Ini dilakukan
karena menyadari tawaran politik identitas Sandilans belum sepenuhnya
menjelaskan bagaimana kumpulan aspek tadi mendorong keterlibatan perempuan
di dalam konflik, dan ia terburu-buru memasukkannya ke dalam mangkuk politik
feminis dan tradisi gerakan sosial. Perlu pendekatan yang lebih mendalam terhadap
lokasi di mana perempuan berada. Hal itu perlu agar perempuan di Negara Dunia
Ketiga bisa lepas dari pemikiran yang euroscentisc, sekalipun itu datang dari
pemikiran feminisme.

Merujuk pada pandangan Rosi Braidotti bahwa paradigma Eurocentric,
peyoratif terhadap yang berbeda dengan mereka, telah mencemari peradaban dunia.

Pandangan itu menghegemoni budaya dunia, memaksa setiap individu memiliki
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identitas seragam. Bagi mereka yang berbeda, eurocentric akan menghukumnya
dengan mereduksi subjektivitas dan melabeli mereka sebagai liyan (otherness).
Atas nama humanism, eurosentris melakukan modernisasi sembari membicarakan
liyan dengan nada kelasis, seksis, dan rasis, dan budaya kolonial itu berlangsung
hingga sekarang.®® Dampaknya adalah, setiap individu, bahkan feminisme,
mengadopsi pandangan eurosentris sebagai paradigma final tanpa cacat sebagai
standar. Alhasil, seringkali pandangan feminisme “pusat” tidak bisa menaungi apa
yang dialami perempuan di negara “pinggiran”.

Braidotti mengoreksi, ada perbedaan lokasi yang hebat antara “pusat” dan
“pinggiran” yang menentukan cara pandang terhadap kemanusiaan.®® Dengan kata
lain, eurosentris menganggap pembangunan sebagai proyek kesejahteraan, dan
negara pinggiran mengadopsinya. Namun bagi perempuan lokal, mereka memiliki
standar kesejahteraan sendiri yang sering tidak sejalan dengan feminisme “pusat”
yang telah “lebih maju” dalam membicarakan isu perempuan. Alih-alih
menyejahterakan, penerapan paradigma eurosentris itu malah menjadikan
“pinggiran” menderita. Kondisi yang dirasakan perempuan lokal seperti ini tidak
bisa disuarakan secara kongkrit oleh perempuan “pusat”. Untuk itu, menurut
Braidotti, perlu adanya figurasi perempuan lokal sebagai ekspresi protes
berdasarkan positioning ruang dan waktu. Figurasi tidak terbatas pada teritorial atau

koordinat geopolitik, tapi juga kesadaran terhadap silsilah dan sejarah mereka.®’

® Rosi Braidotti, The Posthuman (Cambridge: Polity Press, 2013), 13-15.
% bid., 16.
®7 Rosi Braidotti, Transposition On Nomadic Ethics (Cambridge: Polity Press, 2006), 90.
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Figurasi layaknya peta hidup yang terus memperbarui dan menandai sejarah
situasi dan kondisi lokal.®® Ini akan menuntun perempuan petani Kulon Progo,
bahwa mereka adalah subjek yang menyadari lokasi di mana mereka berasal dan
berada. Dengan begitu, tindakan protes dan perlawanan akan menyesuaikan kondisi
budaya, geografi, serta sejarah sebagai semangat perlawanan. Sementara itu,
Astrida Neimanis menggunakan air sebagai politik lokasi karena itu adalah elemen
yang paling dekat dengan tubuh (body of water), secara geografi. Neimanis
menyatakan tidak menganggap konsepnya itu lebih baik dari cyborg, nomad, atau
companion species. Melainkan ia berusaha untuk mendekati masalah-masalah yang
lebih partikular dan khusus, yaitu isu air dan perempuan.®® Politik lokasi juga
memungkinkan bagi perempuan petani Kulon Progo untuk mengenali elemen
paling dekat dengan para petani, yaitu pasir besi. Itu adalah lokasi politik
perempuan petani, karena hanya mereka yang bisa merasakan dampak kerusakan
ekologi pasir besi, sekaligus paling otoritatif membicarakannya. Sebab, persoalan-
persoalan itu tidak mungkin disuarakan oleh perempuan urban atau feminisme
Barat, karena adanya kesenjangan lokasi, agama, budaya, dan politik.

Perbedaan kondisi perempuan Kulon Progo dengan perempuan Barat,
dengan ini, tidak dimaksudkan untuk dipertentangkan. Perbedaan, sebuah term
yang lahir dari pemikiran Barat yang mengandung relasi kuasa untuk meng-

kolonisasi yang berbeda dari mereka’, berusaha direbut tafsirnya untuk

88 Astrida Neimanis, “Feminist Subjectivity, Watered,”” Feminist Review 103, no. 1 (March
1, 2013): 26, accessed June 21, 2021, https://doi.org/10.1057/fr.2012.25.

% bid., 27-28.

0 Rosi Braidotti, Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in
Contemporary Feminist Theory (New York: Columbia University Press, 1994), 147.
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memperkaya kondisi perempuan di berbagai belahan dunia yang kompleks ini.”
Sementara itu, Etin Anwar menekankan kepada setiap negara bekas jajahan untuk
menciptakan sejarah baru, kedaulatan baru, dan posisi subjek baru. Dalam konteks
Indonesia, lanjutnya, memiliki nuansa agama yang sangat kuat, dan ini perlu politik
lokasi untuk mengungkapnya sekaligus melepaskan diri dari pikiran kolonial.”?
Politik lokasi efektif digunakan di wilayah yang multikultural untuk
menyelami lokalitas setiap daerah. Dalam hal liberasi, misalnya, feminisme Barat
akan menganggap “kerudung” yang dipakai perempuan muslim sebagai simbol
penindasan dan pemingitan, oleh karenanya perempuan perlu dibebaskan. Proyek
liberasi itu melepaskan kultur dan tafsir agama yang melingkupi perempuan
muslim, dalam hal ini perempuan petani Kulon Progo. Cara pandang feminisme
Barat tersebut mengasosiasikan gagasan pembebasan itu harus seragam.
Sedangkan, level dan ciri penindasan di setiap daerah berbeda-beda. Alih-alih
membebaskan, itu malah terjerumus pada pandangan yang hegemonik.” Memang
feminisme Barat juga beragam, tapi mereka tidak bisa merasakan penderitaan
perempuan yang berada di bawah lapisan penindasan: pemerintahan yang
patrimonial-kapitalistik, - budaya Jawa, tafsir agama yang androsentris,
pembangunan yang destruktif, dan kerusakan alam. Oleh karenanya, “perbedaan”
itu harus dimaknai secara positif dalam rangka proliferasi gerakan feminis yang

bisa menyentuh perempuan lintas identitas dan daerah.

™ 1bid., 148-149.

2 Etin Anwar, Feminisme Islam: Genealogi, Tantangan, Dan Prospek Di Indonesia,
trans. Nina Nurmila (Bandung: Mizan, 2021), 6.

3 1bid., 6-9.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data yang alami tanpa intervensi peneliti, penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research. Field
research atau penelitian lapangan bertujuan mengetahui aktivitas suatu kelompok
atau budaya masyarakat dengan berinteraksi langsung. Hal tersebut saya
maksudkan agar mendapatkan data yang natural dari kehidupan sosial masyarakat
yang diteliti.”* Oleh karenanya, penelitian ini fokus pada perilaku sosial sehari-hari
masyarakat seperti diskusi, perkumpulan, negosiasi, pertanian, dan acara
kebudayaan.

Kemudian entografi digunakan sebagai perluasan field research. Etnografi
memiliki peran mendeskripsikan masyarakat dan budaya yang melingkupi mereka.
Ini perlu ditambahkan, sebab masyarakat Kulon Progo menerapkan budaya Jawa
secara taat di setiap aktivitas sosialnya. Maka penelitian ini berusaha menjelaskan
bagaimana _perilaku. - perempuan . petani.  di. . dalam _masyarakat dengan
menginterpretasi simbol-simbol yang ada di dalamnya seperti perayaan, dialog,
ritual, dan lain sebagainya.” Langkah ini cukup. efektif untuk mengungkap
perempuan petani di dalam budaya Jawa yang cenderung terbungkam. Dan dengan
menangkap simbol-simbol di dalam budaya, adalah cara yang cukup representatif

untuk menelusuri kontribusi perempuan di dalam konflik.

4 W. Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative
Approaches, Seventh edition. (London: Pearson New Intenational Edition, 2014), 434-435.
5 Ibid., 435-436.
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Namun kecenderungan peneliti yang menerapkan etnografi justru
menuliskan begitu saja apa yang terjadi di masyarakat tanpa membawa alat analisis
yang sensitif gender, seperti Clifford Geertz yang mendeskripsikan perempuan
berperan di dapur dan terkadang mengintip melalui pagar bambu dalam ritual
slametan.”® Itu dinilai tidak kritis dan mengabaikan berbagai unsur di dalam budaya
yang menghilangkan suara perempuan. Alhasil, hasil penelitian cenderung
melanggengkan maskulinitas budaya—male-oriented. Maka etnografi yang
berperspektif feminis (feminist ethnography) digunakan dalam penelitian ini, agar
tujuan mengungkap kontribusi perempuan petani di dalam konflik tercapai.

Menurut Déna-Ain Davis dan Christa Craven, etnografi feminis adalah
kerangka yang memengaruhi jenis penelitian yang dilakukan atau yang
mencerminkan epistimologi feminis, seperti bagaimana pengetahuan diproduksi
oleh perempuan. Pengguna etnografi feminis harus memasukkan perspektif gender
dan politik keadilan sosial dalam kerangka berfikirnya. Hal tersebut diperlukan
untuk memproduksi pengetahuan tentang masyarakat dan situasi dalam konteks
yang spesifik dengan memperhatikan perbedaan dan ketidakseimbangan kuasa.”’
Oleh karena itu saya tidak hanya mendeskripsikan “apa adanya” tentang apa yang
dilakukan perempuan petani di kehidupannya, tapi juga membekali diri dengan
perspektif feminis agar mampu mengungkap kontribusi perempuan petani di dalam

konflik.

76 Clifford Geertz, The Religion of Java (London: The University of Chicago Press, 1960),
12.

" Déana-Ain Davis and Christa Craven, Feminist Ethnography: Thinking Through
Methodologies, Challenges, and Possibilities (London: Rowman & Littlefield, 2016), 9.
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Sebagaimana saran Davis dan Craven, penelitian ini perlu melibatkan
kepekaan feminis dan berkomitmen pada kelompok marjinal dan perbedaan kuasa;
itu tidak hanya gender, tapi juga ras, identitas, kelas, seksualitas, agama, dan
kondisi lokasi penelitian.”® Dalam implementasinya, perempuan (gender), Jawa,
Islam, dan petani akan dimasukkan sebagai irisan identitas yang saling tumpang-
tindih melapisi keterbungkaman perempuan petani. Dengan demikian, kesadaran
terhadap berbagai aspek tersebut menentukan di mana posisi saya dalam proyek

penelitian.

2. Sumber Data

Ada dua jenis data yang saya kumpulkan, yaitu sumber data primer dan sumber data
sekunder. Data yang dijadikan sebagai sumber data primer tersusun dari dua data,
yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di sini adalah perempuan petani
Kulon Progo yang menjadi anggota PPLP-KP. Pemilihan tersebut didasarkan pada
tujuan mengungkap kontribusi perempuan di dalam konflik secara murni.
Sementara syarat anggota PPLP-KP adalah sebagai jaminan bahwa perempuan
petani memang menolak tambang pasir best, sehingga bentuk kontribusinya
semakin mudah didapatkan. Kemudian data sekunder adalah petani laki-laki dan
buruh tani (baik laki-laki atau perempuan); data ini digunakan untuk menguji

sekaligus memperkuat data primer.

8 1bid., 11.
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Jenis data selanjutnya adalah data sekunder, yaitu data yang siap digunakan
dan dianalisa. Pemilihan data ini bertujuan untuk melengkapi sumber data primer.”
Data-data tersebut antara lain, publikasi jurnal, surat kabar cetak atau daring, data
pemerintah, dan catatan organisasi. Data sekunder tersebut akan digunakan selama

mendukung data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Participant observation®® adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan
data. Teknik tersebut berguna untuk mendapatkan data penelitian secara natural dari
aktivitas perempuan petani. Penentuan key informan menggunakan teknik
snowball 8 teknik ini mendukung penelitian untuk mendapatkan data dari subjek
yang mengalami fenomena sosial secara langsung. Dengan snowball, maka data
dari petani perempuan akan dikumpulkan sebanyak-banyaknya, dan pencarian data
berhenti ketika data yang diperoleh terasa jenuh atau menghasilkan jawaban yang
seragam. Depth interviews,® teknik ini berfugnsi untuk mendapatkan narasi
perempuan petani dan cara pandang mereka di dalam konflik. Dengan begitu,
kontribusi petani perempuan dapat diketahui langsung dari subjek penelitian. Saya
menggunakan rekaman dan catatan lapangan untuk mempermudah proses
penelitian, mengingat studi etnogrfi membutuhkan durasi penelitian yang cukup

lama dan berjumpa dengan berbagai aktivitas secara acak.

™ C.R. Kothari, Research Methodology: Methods and Techniques, Second Revised. (New
Delhi: New Age International, 2004), 111.

& |bid., 96.

81 Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya, ed. H.
Ahmad Tanzeh (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 95.

82 Kothari, Research Methodology: Methods and Techniques, 110.
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Beberapa hal perlu dijelaskan, mengenai alasan pemilihan teknik
pengumpulan data yang cenderung terang-terangan, sehingga sedikit “menciderai”
etnografi yang seharusnya dilakukan secara diam-diam.®® Pertama, lokasi penelitan
merupakan wilayah konflik yang sudah cukup sering berjumpa dengan berbagai
peneliti, baik yang bertujuan “baik” atau “buruk”, sehingga setiap pendatang harus
memiliki alasan jelas untuk bisa berkomunikasi secara intens dengan petani
setempat. Konsekuensinya adalah, saya harus menyatakan diri sebagai peneliti dan
untuk tujuan apa. Maka, di sinilah saya harus menampakkan diri dan keluar dari
balik diri “orang biasa”. Kedua, proses penelitian didampingi oleh seorang anggota
PPLP-KP sebagai pengantar menuju subjek penelitian sehingga semakin
mempersempit kesempatan saya untuk menghindar dari identitas peneliti.
Meskipun begitu, teknik yang digunakan tidak mengurangi naturalitas aktivitas
petani yang dipotret. Sebab, sebagian besar aktivitas penelitian berada di kehidupan
sehari-hari petani. Alhasil, “kendala-kendala” yang telah disampaikan merupakan
bagian dari data etnografis yang perlu dianalisa.

Demi keamanan dan keselamatan narasumber, saya memutuskan untuk
menyamarkan nama asli narasumber. Sebagai gantinya, beberapa nama narasumber
diganti dengan nama bukan asli. Namun ada juga beberapa nama asli yang
disebutkan, yaitu nama yang sudah familiar, sering disebut dan masuk media, atau

menduduki jabatan penting di organisasi, seperti Widodo.

8 Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 437.
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4. Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan reduksi data. Proses ini saya lakukan sejak
tahap awal pengumpulan data, dan berlanjut sampai turun ke lapangan. Ketika saya
tiba di lapangan, sikap kritis, asumsi, dan pemikiran yang membuat saya datang ke
lapangan harus diutamakan dalam melihat jenis dan jumlah data yang bertebaran di
lapangan.54

Karena ini adalah etnografi, maka catatan perjalanan dibuat agar tidak ada
bagian-bagian penting selama studi yang terlewatkan atau terlupakan. Sebab,
etnografi memakan waktu yang cukup panjang dan banyak berinteraksi dengan
masyarakat untuk menghindari kemungkinan hal atau peristiwa penting terlintas
dan menutup peristiwa penting lainnya. Oleh karenanya, catatan etnorgafi
memudahkan penelitian ini dalam tahap analisa data. Setelah itu, catatan etnografi
dikelompokkan bersama hasil wawancara sesuai kategori tema yang ditentukan.
Dengan demikian, analisis induktif digunakan untuk mengakomodasi lokalitas

perempuan petani Kulon Progo dan keluar dari kungkungan teori dominan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari tiga bagian. Bagian petama terdapat dua Bab, yaitu Bab |
dan Bab Il. Bab | adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian,

rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, kerangka

8 Nicholas Walliman, Research Methods: The Basic (New York: Routledge, 2011), 132.
8 Bobby Harreveld et al., eds., Constructing Methodology For Qualitative Research
(London: Palgrave Macmillan, 2016), 40-42.
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teori, dan sistematika penulisan. Bab Il berusaha mengeksplorasi pendahuluan
untuk menguatkan sudut pandang. Bagian ini memposisikan petani dan Keraton di
dalam konflik dengan merunutnya dari sejarah Keraton Yogyakarta dan pengaturan
kepemilikan tanah hingga era modern. Kemudian baru memasukkan posisi
perempuan petani di dalam konflik dan hambatan-hambatannya untuk bisa
berkontribusi di ruang publik.

Bagian kedua lebih banyak menjelaskan hasil penelitian dan analisa. Bagian
ini terdiri dari dua Bab, yaitu Bab I11 dan Bab V. Bab Il menjelaskan perempuan
petani di dalam budaya Jawa dan proses mereka memanfaatkan budaya sebagai
ruang intervensi terhadap ruang domestik, publik dan konflik. Budaya Jawa juga
menjadi ruang identifikasi masalah-masalah identitas perempuan petani sekaligus
menjadi ruang perebutan makna dan permulaan mengintervensi konflik. Kemudian
Bab IV mengungkap alasan-alasan perempuan petani terlibat di dalam konflik. Bab
ini fokus pada seluk-beluk ekologi pasir besi dan cara pandang perempuan petani
terhadap alam. Alasan-alasan perempuan petani mempertahankan ekologi pasir besi
ini adalah buntut dari intervensi melalui budaya Jawa hingga akhirnya terbentuk
satu wacana yang memperkuat solidaritas.

Bagian ketiga menjadi penutup pembahasan yang berisi satu Bab, yaitu Bab

V. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil temuan dari penelitian.
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BAB V
SUBJEKTIVITAS PEREMPUAN DI DALAM GERAKAN SOSIAL:

SEBUAH KESIMPULAN

Bagian ini merupakan simpulan dan temuan saya dalam penelitian ini. Saya
menemukan terjadinya konflik karena keserakahan otoritas yang ingin menguasai
tanah sekaligus langkah memuluskan tambang pasir besi. Jika feminisme Barat
mengatakan tolok ukur keberdayaan perempuan dapat dilihat dari kontribusinya di
dalam pembangunan, maka perempuan petani Kulon Progo akan dituduh sebagai
anti-keberdayaan. Namun kembali lagi, bahwa perbedaan lokasi akan menentukan
pengalaman dan level ketertindasan; dan oleh karenanya makna “berdaya” juga
memiliki tafsir yang berbeda. Suara perempuan petani harus didengarkan langsung
untuk mengetahui itu, tanpa perantara.

Identitas sebagai petani, perempuan, Jawa, dan Islam, adalah kumpulan
yang menentukan subjektivitas perempuan petani sekaligus sebagai bekal
menentukan politik feminis. Perempuan memiliki pengalaman yang layak untuk
menyuarakan ketertindasan mereka. Kumpulan identitas itu menjadi sarana yang
menyatukan perempuan saling mengenali siapa kreator konflik dan apa dampaknya
terhadap mereka. Dengan begitu, sesama perempuan berhasil menemukan
kesamaan di dalam konflik, yaitu terancam kehilangan tanah dan sumber ekonomi.
Dan akhirnya solidaritas berhasil terbentuk untuk melawan kreator konflik.

Saya menemukan alasan yang lebih radikal kenapa perempuan harus terlibat
di dalam konflik dan memilih pasir besi dari pada tambang. Adalah keselamatan

dirinya dan keluarga di masa depan. Gambaran kepastian dan kesejahteraan hidup
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sudah didapatkan perempuan petani melalui bertani. Dengan alasan itu, tawaran
kesejahteraan berwujud tambang tidak bisa menggantikan kesejahteraan yang
sedang dinikmati. Pengetahuannya tentang nilai-nilai Jawa dan Islam menguatkan
tekad petani untuk terus mempertahankan pasir besi. Untuk uraian temuan yang
lebih lanjut, saya akan menampilan melalui pembagian beberapa sub-bab agar lebih

rinci.

A. Menolak Subordinasi Gender

Perempuan petani memiliki hubungan langsung dengan Keraton di dalam konflik,
bukan melalui perantara laki-laki. Pandangan itu cenderung tertutup dan
terpinggirkan, sebab pandangan dominan mengatakan perempuan Jawa selalu
tunduk kepada laki-laki, menut, sopan, dan halus. Oleh karenanya, ia sering
dinomorduakan dan kurang diperhitungkan kontribusinya di dalam masyarakat,
terlebih di dalam gerakan sosial. Dan, Keraton sebagai otoritas budaya Jawa juga
terlibat dalam pembentukan pandangan dominan tersebut. Namun, kehadiran
Keraton di- era modern seolah ingin mengeluarkan perempuan dari lubang
subordinasi budaya Jawa yang disediakan oleh Keraton sendiri. Adalah
pembangunan, sebuah proyek “besar” Negara Dunia Ketiga yang gagap
menghadapi kemajuan Negara Dunia Pertama. Keraton berusaha mengubah
pandangan dominan perempuan Jawa sebelumnya, menjadi orang yang bisa
berprestasi di ruang publik dan berkontribusi terhadap masyarakat.

Usaha Keraton menghadirkan kemajuan dan menarik perempuan ke sana

adalah tidak ubahnya menyediakan lubang subordinasi baru di dalam proyek
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kemajuan, yang seolah-olah keluar dari keterpurukan. la ingin mengubah peran
gender perempuan petani yang dianggap nir-prestasi menjadi peran gender dalam
pembangunan yang dianggap prestasi. Tapi subjektivitas perempuan petani
membawanya ke arah keberdayaan. la menolak dua pandangan: tersubordinasi di
dalam budaya Jawa dan berdaya di dalam pembangunan.

Pertama, perempuan petani memodifikasi budaya Jawa menjadi ruang yang
berguna untuk memberdayakan diri. la menunjukkan pandangan Jawa yang sejati
dengan merawat hubungan mikrokosmos dan makrokosmos. Keluarga
(mikrokosmos) dan pertanian (alam/makrokosmos) menjadi penggerak perempuan
untuk tersalur langsung melawan otoritas Keraton yang menindas. Mengurus
keluarga bukan dipandang sebagai penerimaan beban gender, melainkan acuan
hidup sebagai manusia Jawa yang utuh; dalam konteks masyarakat petani, kepastian
keselamatan keluarga di hari ini dan di masa depan menjadi pendorong untuk
menolak tambang pasir besi yang digerakkan oleh Keraton. Kemudian, pasir besi
(alam) adalah jaminan keselamatan menjadi manusia Jawa. Sebab, di sana semua
kebutuhan pangan, ekonomi  mandiri, dan keberlangsungan hidup keluarga
terjamin, yaitu dengan menjadi petani. Keterikatan mikrokosmos dan makrokosmos
itu yang tidak ditawarkan proyek kemajuan. Alih-alih menawarkan, justru yang
terjadi adalah menghancurkan hubungan keduanya. Jika demikian, proyek
kemajuan akan menghilangkan kesejatian budaya Jawa; dan perempuan berada di
garis terdepan yang mempertahankannya.

Kedua, perempuan petani mampu mengidentifikasi bahwa menerima

proyek kemajuan sama saja menyerahkan diri kepada ketidakberdayaan.
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Mengawali sejarah sebagai petani, membuat perempuan merefleksikan diri bahwa
kehidupan dan citra keberdayaan tergantung pada pasir besi. Ketika pasir besi
diubah menjadi wilayah pertambangan, dan perempuan menerimanya, yang terjadi
kemudian adalah hilangnya ruang yang memberdayakan. Seagala keahlian dalam
bertani tidak akan berguna ketika pasir besi tidak ada. Perempuan, selanjutnya,
harus mengasah kemampuan lain yang kompatibel dengan proyek kemajuan; dan
di saat yang bersamaan mereka harus memikirkan keluarga yang berada di ambang
ketidakselamatan, sebab ia tidak bisa meninggalkan peran tersebut. Akhirnya,
perempuan menyadari bahwa proyek kemajuan hanya menyediakan beban gender
yang tidak diinginkan sama sekali.

Terlihat ada dua arus yang bergerak mengonstruksi gender, yaitu Keraton
dengan ideologi pembangunannya dan budaya Jawa. Namun semua kembali kepada
perempuan dengan subjektivitasnya, yang mampu mengintervensi ke mana peran
gender mereka akan diarahkan. Perempuan petani memiliki agenda dan pilihan, dan
mereka memilih mengintervensi tafsir sosial budaya Jawa untuk memukul mundur

ideologi pembangunanisme sekaligus Keraton sebagai induk semangnya.

B. Gerakan Perempuan Lokal: Melebur dalam Budaya Jawa, Menyatu

dengan Alam

Budaya Jawa pada mulanya memang berisi nilai-nilai patriarkal sebelum akhirnya
perempuan petani mengintervensinya dan menjadikannya ruang melakukan
penolakan tambang. Melalui slametan, wilayah kerja domestik yang sering

dianggap membelenggu perempuan, pada kenyataannya dimanfaatkan perempuan



151

untuk bertukar informasi antar generasi dan menafsir dunia sosial petani. Dari sana
perempuan bisa bebas membicarakan apa yang dirasakan sesama perempuan,
bertukar pengalaman, dan merencanakan agenda politik perempuan demi keutuhan
dunia Jawa.

Melakukan pekerjaan domestik, seperti memasak dan mengurus keluarga,
bukanlah “beban gender” yang diafirmasi begitu saja oleh perempuan, seolah-olah
1a tidak memiliki kemampuan menolak dan memilih. Melainkan itu adalah tindakan
kepedulian perempuan yang tumbuh seiring mereka bertindak sesuai peran gender
di dalam dunia Jawa, yang juga merupakan tindakan merawat mikrokosmos.
Kemudian menjadi petani, adalah peran gender yang direproduksi sehari-hari
mengikuti keadaan sosio-geografis Kulon Progo. Pertanian juga menumbuhkan
kesadaran perempuan untuk terlibat di dalam gerakan sosial karena itu sesuai
dengan nilai budaya Jawa yang berarti menjaga makrokosmos.

Dua kosmos tersebut pada akhirnya disadari memiliki hubungan erat,
hingga membedakan konsep ruang domestik dan publik antara Barat dan Jawa.
Melalui konsep slamet, ruang domestik dan publik Jawa memiliki keterkaitan. Bagi
perempuan, ruang domestik adalah langkah awal yang harus dilalui sebelum
tersalur ke ruang publik. Dalam konteks masyarakat petani, perempuan akan
mengutamakan keselamatan keluarga, yang mana tidak bisa dipisahkan dengan
keselamatan alam (pasir besi). Ini yang memicu perempuan turut hadir di dalam
gerakan sosial meski ada berbagai norma sosial yang mempersulitnya. Namun
secara perlahan, norma-norma sosial itu bisa diatasi dan ditafsir ulang oleh

perempuan petani melalui ritual slametan, walaupun tidak mudah.
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Pasir besi (alam) memiliki tempat khusus dalam pandangan petani
perempuan. Di sana tercermin keselamatan keluarga dan masa depan yang
sejahtera. Imajinasi keselamatan tidak bisa dilepaskan dari pasir besi. Dengan
bertani, maka setiap tanaman yang ditanam akan berbuah perlawanan. Slamet,
berkat tafsir perempuan petani, memiliki makna radikal karena melibatkan alam
sebagai entitas aktif yang berusaha menyelamatkan dunia Jawa.

Budaya Jawa secara murni mengalir di aras pedesaan, dalam hal ini
masyarakat petani Kulon Progo. Maka, masyarakat petani, khususnya perempuan,
sudah seharusnya menjadi narasumber resmi budaya Jawa. Perempuan petani
bukan hanya melawan kebijakan destruktif Keraton, tapi juga melawan tafsir
budaya Jawa yang terkontaminasi pembangunanisme. Dengan artian, perempuan
menunjukkan bagaimana seharusnya budaya Jawa berjalan dan mengapa alam
menjadi entitas penting yang harus diperhatikan keberlangsungannya. Sebaliknya,
Keraton adalah antagonis dalam budaya Jawa karena ia hadir untuk menceraikan
dua kosmos, dengan konsekuensi rusaknya dunia Jawa beserta manusianya.

Berbagai rentetan dampak sosial, politik, dan ekonomi di masa depan,
gerakan sosial hadir dan perempuan berada di dalamnya, berkontribusi
menyelamatkan dunia Jawa. Perempuan petani menggandeng budaya Jawa dan
alam sebagai unsur slamet, dan menuding Keraton sebagai penghalang keadaan
slamet. Dengan demikian, perempuan bukanlah entitas pasif dan penerima manfaat
dari gerakan sosial. Jauh dari itu, ia adalah subjek aktif yang memiliki kemampuan
menafsirkan keadaan slamet serta bagaimana cara mewujudkan dan

mempertahankannya.
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C. Masa Depan Perempuan di dalam Gerakan Sosial

Ekofeminisme sejak lama menaruh sinis terhadap laki-laki dan budaya, menuduh
mereka sebagai akar penindasan. Hal yang esensialis itu malah menjerumuskan
mereka menuju jurang penerimaan beban gender: mengakui perempuan bersama
alam secara identik tertindas, dan memiliki tugas membersihkan kekacauan alam
sedangkan laki-laki sebagai penerima manfaatnya. Penelitian ini pada dasarnya
tidak menyinggung ekofeminisme secara khusus. Namun karena berkaitan dengan
ekologi, penelitian ini secara tidak langsung memiliki hubungan dekat dan merasa
bertanggung-jawab  atas  kesinisan  ekofeminisme terhadap  metafora
perempuan/alam dan laki-laki/budaya.

Penemuan ini mencoba menawarkan kelenturan hubungan antara alam,
budaya, laki-laki, dan perempuan, yang memungkinkan kesemuanya terintegrasi di
dalam satu gerakan sosial. Aspek interesksionalitas perlu dimasukkan dalam
pemikiran ekofeminisme untuk mempertajam analisa’ dan memintanya melihat
aspek subjektivitas perempuan ketika mereka “memilih” bergabung ke dalam
gerakan bersama laki-laki untuk memperjuangkan lingkungan hidup. Dengan
begitu, relasi gender yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan tidak melulu
dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan salah satu jenis kelamin.
Melainkan sebagai pilihan yang terus-menerus diperbaiki dan dimodifikasi untuk

membentuk idealitas budaya.

1 A.E. Kings, “Intersectionality and the Changing Face of Ecofeminism,” Ethics and the
Environment 22, no. 1 (2017): 72, accessed May 3, 2021,
https://www.jstor.org/stable/10.2979/ethicsenviro.22.1.04.
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Beban gender memang ditemukan di dalam budaya dan relasi sosial. Tapi
peneliti harus melibatkan diri di dalam pusaran budaya dan mengakui subjektivitas
perempuan agar mengetahui bagaimana perempuan melakukan usaha untuk lepas
dari beban gender tersebut. Pada tahap yang lebih radikal, perempuan berusaha
mengubah tafsir sosial dan relasi antara manusia (baik laki-laki atau perempuan)
dan alam, sedangkan budaya adalah saluran perjuangannya. Tentunya ini sangat
lokalistik, dan subjektivitas perempuan membantu perempuan dalam bernegosiasi
di dalam budaya.

Dengan rentetan proses di dalam konflik, perempuan petani berhasil
menyulam politik feminisme lokal. Melalui slametan, yang sebelumnya perempuan
hanya berada di bagian belakang, menjadi yang paling terdepan (dalam melawan)
ketika terjadi ancaman kerusakan alam. Jika pada umumnya laki-laki yang
mengambil alih bagian doa, perempuan petani Kulon Progo ikut andil dalam

mendoakan untuk keselamatan alam sekaligus melawan tambang.
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